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KataPengantar  

 

Assalamu'alaikumWr.Wb. 

 

Puji dan syukur kami panjatkan  kehadirat Allah SWT, 

Karena atas ridho dan perkenaan-Nya kami dapat 

menyelesaikan Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi 

pemerintah (LAKIP) Kabupaten OganIlir tahun  2017, 

sesuai waktu yang telah ditetapkan.  

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) 

ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertangungjawaban Pemerintah  

Kabupaten  Ogan Ilir  atas pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan kewenangan yang 

dimilki. Kewajiban penyusunan LKIP bagi setiap instansi Pemeritah ini,didasarkan pada 

peraturan Presiden Nomor 29tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014,tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja, 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah. 
 

LKIP menyajikan informasi tentang ukuran  sejauh mana keberhasilan ataupun 

kekurangan dalam pencapaian target kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan selama 

satu tahun anggaran dalam kerangka perwujudan tujuan RPJMD. LKIP merupakan potret   

nilai prestasi hasil kerja pemerintah, sehingga merupakan informasi yang penting yang 

wajib  disampaikan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat,serta khususnya bagi  

segenap aparatur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan satu 

kesatuan penting dalam proses  pelaksanaan pembangunan. 

 
Kami sangat menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang masih 

memerlukan penyempurnaan balk menyangkut pada aspek penulisan, data- data dan 

materi laporan,yang disebabkan berbagai kendala baik internal maupun 

eksternal,sehingga kami membuka diri untuk menerima informasi-informasi berupa saran 

dan masukan,koreksi bahkan kritik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. 
 

WassalamualaikumWr.Wb
. 
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PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR 

INSPEKTORAT 

KomplekPerkantoranTerpaduKabupatenOganIlir 
INDRALAYA Telp/Fax. 0711-580026 

 

 

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  

INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR  

TAHUN ANGGARAN 201 7 

 

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk 

Tahuun Anggaran 2017 sesuai pedoman review atas Laporan Kinerja Substansi 

Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung Jawab Kabupaten 

Ogan Ilir.  

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan atas Laporan Kinerja yang telah 

disajikan secara akurat, andal dan valid. 

Berdasarkan revieu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan 

perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan 

Kinerja ini. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG  

Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kineja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata 

cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada initinya mengamanatkan 

agar setiap instansi pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab 

dan kewenangannya wajib dilaksanakan secara akuntabel dan salah satu bentuknya 

adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. 

Pelaporan tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pertanggung 

jawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas kinerja yang dihasilkan 

terkait pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki temasuk 

sumber daya keuangan. 

Pelaporan Kinerja Pemrintah tersebt diantaranya adalah Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintaha (LKIP) yang disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. LKIP disusun dalam kurun 

waktu satu tahun anggaran dan disampaikan setiap awal tahun pelaksanaan 

anggaran selanjutnya. Pelaporan didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan 

perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir 

rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah( RPKMD), sehingga pelaporan ini pada prinsipnya 

menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala 

Daerah yang dituangkan ke dalam visi, misi dan Program Strategis RPJMD. 

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintah. 

LKIP Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 ini juga merupakan bahan penting dalam 

proses evaluasi dan kajian internal organisasi, selain itu merupakan informasi penting 

untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan pada Tahun 2017.  

Adapun peraturan Perundang-undangan yang menjadi rujukan pelaksanaan LKIP 

pemeritahan Kabupaten Ogan Ilir, yaitu:  

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme; 
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3. Undang-UndangUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah 

Daerah sebagaimana perubahan ketiga atas Undang-Undang  Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 

);  

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Ogan Ilir Tahun 2010-2015;  

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor   Tahun    Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017. 

 

Selain itu pula penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Ogan Ilir juga mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 

Kabupaten Ogan Ilir ( 2010 ï 2015 ) dan berpedoman dengan Perjanjian 

Kinerja Kabupaten Ogan Ilir  2016. 

 

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  

 

1. Luas dan batas wilayah administrasi  

Secara administratif Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 kecamatan, 227 desa dan 14 

kelurahan, dengan luas wilayah 2.666,07 km2. Kecamatan terluas adalah Kecamatan 

Rambang Kuang degan luas 528,82 km2 diikuti Kecamatan Indralaya Utara seluas 

502,47 km2, kecamatan Muara Kuang seluas 300,75 km2, sedangkan kecamatan terkecil 

adalah Kecamatan Rantau Panjang yang luasnya 40,85 km2.  Jumlah desa terbanyak 

adalah Kecamatan Pemulutan dengan 25 desa, Kecamatan Tanjung Batu dengan 19 

desa, serta Kecamatan Indralaya Utara dengan 15 desa dan 1 kelurahan.Kabupaten 

Ogan Ilir mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut: 

- Sebelah Utara : dengan Kecamatan Gandus, Kecamatan Kertapati, Kecamatan 

Seberang Ulu I Kota Palembang serta Kecamatan Rambutan 

dan Kabupaten Banyuasin. 

- Sebelah Timur : dengan Kecamatan Jejawi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kayu 

Agung, Pedamaran, dan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering 

Ilir; serta Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

- Sebelah Selatan : dengan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu. 
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- Sebelah Barat : dengan Kecamatan Lubai, Gelumbang, dan Kecamatan Muara Belida 

Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota 

Prabumulih. 

- Luas Wilayah Administrasi Kecamatan  dalam Kabupaten Ogan Ilir 

 

-  

 

2. Letak dan kondisi Geografis  

Secara geografis Kabupaten Ogan Ilir (OI) terletak diantara 2 0 55ô ï 30 15ô Lintang Selatan dan 

diantara 1040 20ô ï 1040 48ô Bujur Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO LUAS KECAMATAN KM2 %

1 MUARA KUANG 300,75 11,28      

2 TANJUNG BATU 263,75 9,89        

3 TANJUNG RAJA 70,41 2,64        

4 INDRALAYA 101,22 3,80        

5 PEMULUTAN 122,92 4,61        

6 RANTAU ALAI 62,16 2,33        

7 INDRALAYA UTARA 472,33 17,72      

8 INDRALAYA SELATAN 100,26 3,76        

9 PEMULUTAN SELATAN 61,49 2,31        

10 PEMULUTAN BARAT 60,00 2,25        

11 RANTAU PANJANG 40,85 1,53        

12 SUNGAI PINANG 42,62 1,60        

13 KANDIS 50,25 1,88        

14 RAMBANG KUANG 528,82 19,84      

15 LUBUK KELIAT 207,67 7,79        

16 PAYARAMAN 180,57 6,77        

JUMLAH 2.666,07  100,00  
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Gambar 2.1  

                                                     Peta Administrasi Kabupaten Ogan Ilir 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

a. Topografi  

Kabupaten Ogan Ilir adalah suatu wilayah yang didominasi oleh rawa mengingat 65 % dari 

luas wilayah kabupaten yang terdiri atas rawa lebak dan rawa pasang surut. Wilayah Kabupaten 

Ogan Ilir memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan lereng berkisar dari 0 ï 5% 

dengan ketinggian berkisar antara 0 ï 50 meter diatas permukaan laut. 

Wilayah bagian utara Kabupaten Ogan Ilir merupakan hamparan dataran rendah berawa yang 

sangat luas mulai dari Kecamatan Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, sampai 

Indralaya Selatan. sedangkan Kecamatan Tanjung Batu, Payaraman, Lubuk Keliat, Rambang 

Kuang dan Muara Kuang dengan dataran yang bertofografi datar sampai bergelombang dengan 

ketinggian  sampai 14 meter dari permukaan air laut.Derajat keasaman tanah berkisar antara pH 

4,0 sampai pH 6,0. 

b.  Geologi  

Geologi Regional  Kabupaten Ogan Ilir secara tatanan stratigrafi termasuk dalam sub 

cekungan Palembang, dan merupakan bagian dari cekungan Sumatera Selatan yang 

terbentuk pada zaman tersier, hingga diakhiri dengan endapan holosen.  

Stratigrafi Regional Kabupaten Ogan Ilir dari tua ke muda terdiri atas endapan gunung api, 

endapan sedimen dan endapan permukaan antara lain Formasi Muara Enim (TMPM), Formasi 

Kasai (QTK) dan endapan permukaan (Qs dan Qa). 

Morfologi Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan pengamatan topografi dan litologi penyusunnya 

dapat dibagi menjadi 2 satuan morfologi yaitu, Morfologi Bergelombang dan Morfologi 

Dataran. 

Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Ogan Ilir terdiri atas lima formasi geologi, yaitu 

formasi alluvial, formasi Palembang anggota bawah, formasi Palembang anggota tengah, 

formasi palembang anggota atas dan formasi bahan gunung api muda Tugu Mulyo. 
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Struktur geologi yang kompleks seperti patahan, lipatan dan ketidak -stabilan tanah, tidak 

ditemui di kabupaten ini. Dalam hubungan ini d apat dinyatakan bahwa seluruh wilayah OI 

aman dari kemungkinan bahaya longsor atau gangguan aktifitas geologis terutama gempa 

bumi. 

Kendala utama bagi wilayah OI, berupa resiko erosi-sedimentasi yang menimbulkan 

pendangkalan pada hampir seluruh sungai utama, akibat kemerosotan pengelolaan DAS. 

Untuk menekan laju pengendapan oleh erosi, setiap kegiatan pembangunan di daerah aliran 

sungai perlu melalui pendekatan konservasi tanah  dan air. 

c. Hidrologi  

 

Potensi Air Permukaan  

Sungai- sungai di Kabupaten Ogan Ilir secara umum saling berhubungan dan mengikat, aliran 

sungainya relatif tidak teratur dan sungai -sungai relatif pendek. Sungai-sungai utama dan cabangnya 

saling tidak teratur terutama diantara sungai -sungai itu terdapat rawa-rawa dan diantara rawa yang 

satu dengan yang lain dihubungkan oleh cabang sungai kecil. Pola aliran di daerah Kabupaten Ogan 

Ilir termasuk pola De ranged, sementara pada daerah yang litologinya termasuk dalam Formasi Kasai 

(QTK) Pola Alirannya Dendritik. 

 

Nama Sungai ï Sungai B esar d i Kabupaten Ogan Ilir  

N

o Nama Sungai  

Panjang 

(KM)  Lebar (KM)  Luas (KM2)  

1 Ogan 131.67 0.15 19.75 

2 Kelekar 19.63 0.08 1.57 

3 Rambang 41.75 0.08 3.34 

4 Keramasan 25.69 0.07 1.67 

5 Kuang 16.14 0,07 1.13 

6 Terusan Bujang 14.50 0.08 1.16 

7 Komering 3.63 0.08 0.29 

8 Keli 4.33 0.06 0.26 

9 Jambu 1.40 0.07 0.098 

10 Randu 5.47 0.075 0.41 

Sumber :  Dinas PU Pengairan Kab. Ogan Ilir 

 

Secara Umum lapisan batuan yang mengandung air tanah atau akuifer, berdasarkan metode geolistrik 

potensi air tanah tidaklah sama pada tiap tempat tergantung pada penyebaran jenis batuan, 

penyebaran akuifer dan luas daerah imbuhnya kedalam potensi air tanah. Untuk lebih jelasnya 

mengenai penyebaran  Akuifer Air Tanah di Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :  



7 

 

 

 

Penyebaran Akuifer Air Tanah  

Kabupaten Ogan Ilir  

 

No Kedalaman 

(meter)  

Satuan Lapisan  Keterangan  

1. 20 - 30 Alluvium - 

2. 40 - 60 Pasir Lempungan Melensa 

3. 120 - 160 Pasir Tidak Merata 

4. 180 - 220 Lempung Pasiran ï Pasir Bawah Tidak Merata 

Sumber : Dinas Pertambangan, Energi dan Lingk. Hidup Kab. OI,  2014 

d. Klimatologi  

 

Kabupaten Ogan Ilir merupakan daerah yang mempunyai iklim Tropis Basah ( Type B) dengan musim 

kemarau berkisar antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedangkan musim hujan berkisar 

antara bulan November sampai dengan April. Curah hujan rata-rata per tahun adalah 1.096 mm dan 

rata-rata hari hujan 66 hari per tahun. Suhu udara harian berkisar antara 23O C sampai 32o C . 

Kelembaban udara relatif harian berkisar antara 69 % sampai 98 %.  

Gambar 2. 2 

 Grafik Curah Hujan Bulanan  

 

 

 

 

 

 

 

 

e.  Penggunaan Lahan  

Pada tahun 2015penggunaan lahan di Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari lahan yang sudah 

diusahakan mencapai 223.015,10 hektar atau 83,66% , belum diusahakan sebesar 13,24%  dan tanah 

lainnya sebesar 3,08%. Jenis lahan yang sudah diusahakan meliputi peruntukan: 1) perkampungan seluas 

5.434,07 ha atau 2,04%, 2) sawah irigasi seluas 31.535 ha atau 11,83%, 3) sawah lebak seluas 24.720,60 

ha atau 9,27%, 4) tegalan seluas 78.460,43 ha atau 29,43%, 5) kebun campur an seluas 20.555,08 ha 
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atau 7,71 %, 6) perkebunan besar seluas 22.241 ha atau 8,34 %, dan 7) perkebunan rakyat seluas 

40.150,92 ha atau 15,06 %.  

3. Gambaran Umum Demografis  

Kabupaten Ogan Ilir memiliki penduduk suku asli Ogan Ilir dan suku pendatang dari pulau Jawa dan 

Sunda. Adapun suku asli penduduk Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari:  

(1)  Suku Ogan : meliputi penduduk di sepanjang sungai Ogan mulai dari Desa Munggu Kecamatan 

Muara Kuang sampai ke Desa Embacang  Kecamatan Lubuk Keliat.  Bahasa yang dipergunakan 

adalah Bahasa Ogan. 

(2)  Suku Pegagan : meliputi penduduk di Kecamatan Tanjung Raja, Rantau Panjang, Sungai Pinang, 

Rantau Alai, Kandis, Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Indralaya dan sebagian 

Indralaya Selatan.  Bahasa yang terkenal adalah Bahasa Pegagan. 

(3)  Suku Penesak :  atau disebut suku Meranjat, meliputi penduduk di Kecamatan Tanjung Batu , 

Payaraman, sebagian Kecamatan Lubuk Keliat dan sebagian Kecamatan Indralaya Selatan (desa-

desa ex Kecamatan Tanjung Batu),  berbahasa Melayu Palembang atau Bahasa Meranjat. 

(4) Suku pendatang seperti suku jawa dan sunda kebanyakan berada di Kecamatan Indralaya Utara, 

Muara Kuang (Tanabang) dan Rantau Alai. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa sunda 

atau jawa dan untuk pergaulan dengan penduduk setempat menggunakan Bahasa Indonesia. 
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Laporan Jumlah Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga per Kecamatan  

Semeter I Tahun 2017  

 

Kabupaten/Kota: 16.10 OGAN ILIR  

 

No. Kecamatan Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga 

Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah 

Kode Nama Jumlah % Jumah % Kecamatan % Jumlah % Jumlah % Kecamatan % 

1 16.10.01 MUARA KUANG 5.140 86.68 790 13,32 5.930 4,87 5.114 87.06 760 12,94 5.874 4,89 

2 16.10.02 TANJUNG BATU 10.886 83.03 2.225 16,97 13.111 10,78 10.827 83.76 2.099 16,24 12.926 10,77 

3 16.10.03 TANJUNG RAJA 10.851 81.64 2.441 18,36 13.292 10,93 10.784 82.10 2.352 17,90 13.136 10,95 

4 16.10.04 INDRALAYA 9.681 83.52 1.910 16,48 11.591 9,53 9.605 84.17 1.806 15,83 11.411 9,51 

5 16.10.05 PEMULUTAN 11.474 85.58 1.953 14,42 13.407 11,02 11.411 86.01 1.856 13,99 13.267 11,05 

6 16.10.06 RANTAU ALAI 3.047 86.66 469 13,34 3.516 2,89 3.034 87.41 437 12,59 3.471 2,89 

7 16.10.07 INDRALAYA UTARA 9.188 89.13 1.120 10,87 10.308 8,47 9.133 89.69 1.050 10,31 10.183 8,48 

8 16.10.08 INDRALAYA SELATAN 5.485 82.51 1.163 17,49 6.648 5,46 5.461 82.91 1.126 17,09 6.587 5,49 

9 16.10.09 PEMULUTAN 

SELATAN 

4.405 84.97 779 15,03 5.184 4,26 4.383 85.52 742 14,48 5.125 4,27 

10 16.10.10 PEMULUTAN BARAT 3.535 81.23 817 18,77 4.352 3,58 3.492 81.84 775 18,16 4.267 3,56 
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11 16.10.11 RANTAU PANJANG 4.427 83.40 881 16,60 5.308 4,36 4.388 84.00 836 16,00 5.224 4,35 

12 16.10.12 SUNGAI PINANG 6.513 83.76 1.263 16,24 7.776 6,39 6.457 84.46 1.188 15,54 7.645 6,37 

13 16.10.13 KANDIS 2.555 81.66 574 18,34 3.129 2,57 2.543 82.27 548 17,73 3.091 2,58 

14 16.10.14 RAMBANG KUANG 5.154 90.87 518 9,13 5.672 4,66 5.126 91.39 483 8,61 5.609 4,67 

15 16.10.15 LUBUK KELIAT 4.594 85.39 786 14,61 5.380 4,42 4.547 86.18 729 13,82 5.276 4,40 

16 16.10.16 PAYARAMAN 5.982 84.78 1.074 15,22 7.056 5,80 5.926 85.62 995 14,38 6.921 5,77 

Jumlah  102.917  84,59  18.743  15,41  121.660  0 102.231  85,18  17.782  14,82  120.013  0 

Jumlah Total  102.917  84,59  18.743  15,41  121.660  0 102.231  85,18  17.782  14,82  120.013  0 
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Laporan Jumlah Jiwa Per Kecamatan  

Semester I Tahun 2017  

 

Kabupaten/Kota : 16.10 OGAN ILIR  

 

No.  

Kecamatan  Pria  Wanita  Jumlah  

Kode  Nama  Jumlah  %  Jumlah  %  Kecamatan  %  

1 16.10.01 MUARA KUANG 10.410 51.40 9.842 48,60 20.252 4,97 

2 16.10.02 TANJUNG BATU 22.946 50.64 22.368 49,36 45.314 11,13 

3 16.10.03 TANJUNG RAJA 21.762 50.75 21.116 49,25 42.878 10,53 

4 16.10.04 INDRALAYA 19.825 50.64 19.326 49,36 39.151 9,62 

5 16.10.05 PEMULUTAN 23.037 52.33 20.982 47,67 44.019 10,81 

6 16.10.06 RANTAU ALAI 5.967 53.47 5.192 46,53 11.159 2,74 

7 16.10.07 INDRALAYA UTARA 18.449 52.41 16.749 47,59 35.198 8,64 

8 16.10.08 INDRALAYA 

SELATAN 

11.314 50.44 11.117 49,56 22.431 5,51 

9 16.10.09 PEMULUTAN 

SELATAN 

8.501 51.61 7.970 48,39 16.471 4,05 

10 16.10.10 PEMULUTAN 

BARAT 

6.855 51.21 6.530 48,79 13.385 3,29 

11 16.10.11 RANTAU PANJANG 8.864 52.12 8.144 47,88 17.008 4,18 

12 16.10.12 SUNGAI PINANG 13.766 53.23 12.096 46,77 25.862 6,35 

13 16.10.13 KANDIS 5.584 52.87 4.978 47,13 10.562 2,59 

14 16.10.14 RAMBANG KUANG 10.773 52.16 9.882 47,84 20.655 5,07 

15 16.10.15 LUBUK KELIAT 9.267 52.17 8.496 47,83 17.763 4,36 

16 16.10.16 PAYARAMAN 12.846 51.30 12.195 48,70 25.041 6,15 

 Jumlah  210.166  51.62  196.983  48,38  407.149  0 

 Jumlah Total  210.166  51.62  196.983  48,38  407.149  0 
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C. MAKSUD DAN TUJUAN  

Adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar 

sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya diperlukan etos 

kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban 

berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju pemerintah yang bersih, berwibawa, dan 

akuntabel.  

Atas dasar ini, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada setap akhir perode menyusun 

laporan pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dalam wujud Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) yang dikomunikasikan kepada para stakeholders dan 

pada hakikatnya adalah merupakan pertanggungjawaban publik.  

Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKIP) Selain memiliki fungsi sebagai 

penyediaan informasi untuk mengambul keputusan pihak-ihak terkait, juga sebagai 

umpan balik dan sebagai sarana perbaikan manajemen kepemerintahan, serta 

sebagai media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatf dan publik. Fungsi 

tersebut sebagai ceerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian 

LKIP Kabupaten Ogan Ilir.  

 Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan 

Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 mencakup hal-hal sebagai berikut:  

1. Aspek akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan 

LKIP 2017 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten 

Ogan Ilir, atas capaian kinerja yang berhasil yang diperoleh selama tahun 

2017.  Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh 

mana visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah dicapai selama 

tahun 2017. 

2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi menjadikan 

LKIP 2017 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen 

pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. 

3. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan khususnya jangka 

pendek dan jangka menengah. 
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D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.  

 

1.  Kedudukan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.  
 

Kedudukan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir masih berdasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah yaitu 

sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai  batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 

Kesatuan. 

 

 

2.  Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.  
 

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir adalah 

menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah 

dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Ogan 

Ilir. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun  2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah ada 25 urusan wajib yang diampu 

oleh 33 SKPD/Unit dan 8 Urusan Pilihan yang diampu oleh 4 SKPD/Unit 

Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan harapan 

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dapat lebih berperan dan lebih mampu 

dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 

mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang  

bertanggung jawab.  

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Daerah di maksud telah dijabarkan 

menjadi tugas  dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang 

bertujuan mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional,transparansi, 

partisipatif dan akuntabel. Adapun tugas dan fungsi SKPD Pemerintah 

Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut : 

 

a. Sekretariat Daerah  
 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, 

organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif 

kepada seluruh perangkat daerah, dengan fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah. 

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas 

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lain, Kecamatan dan 

Kelurahan. 
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3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan 

daerah. 

4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah. 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

 

 

b.  Sekretariat DPRD.  
 

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin 

oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara 

Administrasi bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta 

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai 

dengan kemampuan daerah. 

 

c. Dinas Daerah  
 

Sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan fungsi 

sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai 

dengan lingkup tugasnya 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

d.  Lembaga Teknis Daerah.  

 

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 

2. Penyediaan pelayanan penunjang 

3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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e. Kecamatan  

 

Kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mempunyai 

tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan di Kecamatan, dengan fungsi sebagai berikut : 

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum.  

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan. 

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum. 

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat kecamatan 

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan 

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan 

Kelurahan. 

 

f.  Kelurahan.  

 

Pemerintahan Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam 

melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dengan 

fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

 

3.  Susunan Organisasi Perangkat Daerah  
 

Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari Sekretariat 

Daerah yang membawahi 3 Asisten dan 10 Bagian, Sekretariat DPRD, 15 

Dinas Daerah, 14 Lembaga Teknis Daerah, 16 Kecamatan,  241 

Kelurahan/Desa, dan 72 Unit Pelaksana Teknis. Untuk melaksanakan tugas 

dan fungsi tersebut maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 

2008 dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008. Susunan Kelembagaan 

ini dilaksanakan secara efektif di tahun 2009 hingga tahun 2016 
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Bagan. 1.1 Bagan Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          MengkoordinirTugas : 

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
2. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah 

Desa 
3. Badan Penanggulangan bencana daerah 
4. Dinas pemuda olahraga dan Pariwisata 
5. Badan Pendidikan dan Kebudayaan 

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 

9. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 
10. Bagian pemerintahan dan otonomi daerah 
11. Bagian Hukum 
12. Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Mengkoordinir Tugas : 

1. Badan Pendapatan daerah 
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

3. Dinas Pertanian dan Ketahanna Pangan 
4. Dinas Perikanan 
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

7. Dinas Peridustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM 
8. Dinas Perhubungan 
9. Rumah Sakit Umum Daerah 

10. Bagian Keuangan 
11. Bagian Perekenomian dan SDA 
12. Bagian Administarsi Pembangunan 
13. PDAM 

 Mengkoordinir Tugas : 

1. Sekretariat DPRD 
2. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah  

3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 
4. Dinas Komunikasi dan Informatika 
5. Dinas Pengendalian Penduduk, dan KB, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah 

6. Dinas Sosial 
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
8. Dinas Perpustakaaan dan Kearsipan 

9. Bagian Organisasi  
10. Bagian Humas dan Protokol 
11. Bagian Umum  
12. Korpri 

 

 

SEKRETARIS DAERAH 

INSPEKTORAT 

BAPPEDA 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

 

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA 

ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN 

 

BUPATI 

WAKIL BUPATI 
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4. Personil/Pegawai. 

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai 

dengan analisa jabatan dan kompetensi. Sampai dengan akhir tahun 2017 

pemerintah Kabupaten Ogan Ilir didukung oleh Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) 

sebanyak5608 orang. Untuk memberi gambaran yang lengkap dan terperinci 

mengenai keadaan pegawai Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai 

berikut :  
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Tabel. 1 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat KORPRI 

 
NO SKPD GOLONGAN PANGKAT JUMLAH 

I/a  I/b  I/c  I/d  II/a  II/b  II/
c 

II/d  III/a  III/b  III/c  III/d  IV/a IV/b  IV/c IV/d  

1. Sekretariat Daerah      7 6 6 15 8 10 11 11 9 8 1 92 

2 Sekretariat DPRD     1 2 4  7 4 2 5 3 2   30 

3.  Sekretariat KPU            1 2 1   4 

4. Sekretariat KORPRI            1  1   2 

 

Tabel. 2 Jumlah Pegawai Dinas-Dinas Daerah 

 

NO SKPD GOLONGAN PANGKAT JUMLAH 

I/a  I/b  I/c  I/d  II/a  II/b  II/c  II/d  III/a  III/b  III/c  III/d  IV/a IV/b  IV/c IV/d  

1. Dinas kependudukan dan Capil     1  3 3 3 4 8 4 2 1   29 

2 Dinas Kesehatan   2  33 5 55 57 255 205 89 105 17 2   825 

3. Dinas Komunikasi dan Informatika         2 5 4 9 6 1   27 

4. Dinas Lingkungan Hidup dan 
Pertanahan 

       1 2 1 5 3 3 2   17 

5. Dinas Pekerjaan Umum dan PR   1 1 4 1 4 3 4 5 9 7 6 2 1  48 

6. Dinas Pemberdayaan masyarakat desa      1  1 2 5 4 5 6 1 1  26 

7. Dinas Pemuda, Olahraga dan 

pariwisata 

       1  2 3 3 3 2   14 

8. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu 

     2 1 3 2 4 4  2 3   21 

9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 9 2 107 77 104 40 425 551 362 443 125 63   3440 

10. Dinas Pengendalian penduduk, KB, PP 

dan Perlindungan Anak Daerah  

       1 3 5 9 20 14    52 

11. Dinas Perhubungan 1 1 1  4 1 4 2 2 12 5 2 2 1 1  39 

12. Dinas Perikanan       1  2 4 3 13 3 3   29 

13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
koperasi dan UKM 

     1   1 2 7 7 5  4  27 

14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan           7 5 4 2   18 

15.  Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan 

  2  21 3 5 5 25 10 20 37 8 9 1  146 

16 Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

    1 1  3 6 3 5 6 2 1   28 
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Tabel. 2 Jumlah Pegawai Dinas-Dinas Daerah 

 

NO SKPD GOLONGAN PANGKAT JUMLAH 

I/a  I/b  I/c  I/d  II/a  II/b  II/c  II/d  III/a  III/b  III/c  III/d  IV/a IV/b  IV/c IV/d  

17 Dinas Sosial         6  7 3 5 2 1  24 

18 DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi        2 5 7 2 8 5 1   30 

 

 

 

Tabel 3 . Jumlah Pegawai Lembaga Teknis 
 

 

 

NO SKPD GOLONGAN PANGKAT JUMLAH 

I/a  I/b  I/c  I/d  II/a  II/b  II/c  II/d  III/a  III/b  III/c  III/d  IV/a IV/b  IV/c IV/d   

1. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah     1  2 2 8 64 6 6 4    33 

2. Badan Kesatuan bangsa dan politik       1  2 1 2 7 8 1   22 

3. Badan Narkotika daerah     1 1    2  1     5 

4. Badan Penanggulangan bencana 
daerah 

       1 1 3 3   1   9 

5. Badan Pendapatan daerah      7 1 2 4 7 10 7 1 1   40 

6. Badan Penelitian dan Pengembangan 
daerah 

        1 1 5 6 4 3 2  22 

7. Badan Pengelolaan keuangan dan aset 
daerah 

     1 1 5 4 7 8 5 4    35 

8. Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

    1 1 2 2 4 6 6 3 3 3 1  32 

9. Inspektorat      2  1 3 1 6 4 8 14 16 6  61 

10.  Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam kebakaran 

    3 11 1  1  3 9 2 1   31 

11 Rumah Sakit Umum Daerah     1  7 7 34 8 15 14 2    88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Tabel 4 . Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan 

 

NO SKPD GOLONGAN PANGKAT JUMLAH 

I/a  I/b  I/c  I/d  II/a  II/b  II/c  II/d  III/a  III/b  III/c  III/d  IV/a IV/b  IV/c IV/d  

1. Kantor Camat Indralaya   1   1 4 1 2 1 3 4     17 

2. Kantor Camat Indralaya Selatan       3  1  4 1 1    10 

3. Kantor Camat Indralaya Utara    1  3     3 3 2    12 

4. Kantor CamatKandis       1 1  4 2  2    10 

5. Kantor Camat Lubuk Keliat     1    1  1 1 4    8 

6. Kantor Camat Muara Kuang   1   1 3  1 1 3 3 2    15 

7. Kantor Camat Payaraman      1 3   2  7  1   14 

8. Kantor Camat Pemulutan   1   1 2 3  4 1 3 1    16 

9. Kantor Camat Pemulutan Barat       2    2 4     8 

10. Kantor Camat Pemulutan Selatan     1 1 3 1 1 1 2  3    13 

11. Kantor Camat Rambang Kuang      2 3   1 2 3 1    12 

12. Kantor Camat Rantau Alai       1   2  5 1    9 

13. Kantor Camat Rantau Panjang   1  2  1   1 2 3     10 

14. Kantor Camat Sungai Pinang     1  1   1 3 2 2    10 

15. Kantor Camat Tanjung Batu       5 1 2 1 2 4 3    18 

16. Kantor Camat Tanjung Raja     1 1 4 1   1 5 3    16 

17. Kantor Lurah Indralaya Indah         1  3 2 1     7 

18. Kantor Lurah Indralaya Mulya          3 2 1     6 

19. Kantor Lurah Indralaya Raya         1 1 1 1     4 

20. Kantor Lurah Muara Kuang        1 1  3 1     6 

21. Kantor Lurah Payaraman Barat      1    2   1    4 

22. Kantor Lurah Payaraman Timur        1  1 2  1    5 

23. Kantor Lurah Sungai Pinang          1 1 1     3 

24. Kantor Lurah Tanjung Batu         1  1  1    3 

25. Kantor Lurah Tanjung Batu Timur       1    4      5 

26. Kantor Lurah Tanjung Raja         1 2   1    4 

27. Kantor Lurah Tanjung Raja Barat          1  2     3 

28. Kantor Lurah Tanjung Raja Timur          2 2      4 

29. Kantor Lurah Tanjung Raja Utara     1     1 2 1 1    6 

30 Kantor Lurah Timbangan         1  2 1     4 

 

 

sumber data : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Tahun 2017
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E. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN 

ILIR 

 

Berdasarkan kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi 

(PMPRB ) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2017. 

PMPRB sendiri merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan 

reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing 

kementrian/lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan penilaian yang 

dilakukan tersebut, pemenuhan target indikator internal yang mencerminkan 

pencapaian program dan kegiatan RB Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. 

target kinerja ini dimunculkan pada tahun 201 7 untuk mengukur sejauh mana 

perkembangan pelaksanaan RB di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam 

menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaftif, 

berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, 

netral, sejahtera berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode 

etik aparatur negara. 

 

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN 

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan 

Ilir tahun 2017  terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :  

BAB   I. PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Gambaran singkat tentang 

kedudukan, Tugas pokok dan fungsi Organisasi dan Personil 

Perangkat Daerah serta sistematika penyusunan. 

BAB  II.  PERENCANAAN DAN PERJANJIAN  KINERJA 

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2017 yang 

mendasar pada dokumen perencanaan. 

BAB III.  AKUNTABILITAS KINERJA 

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja 

tahun 2017. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi 

perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017; 

perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 

2017 dengan tahun 2016. Perbandingan realisasi kinerja sampai 

dengan tahun 2017 dengan target 2016 berdasarkan dokumen 

RPJMD Tahun 2016-2021, untuk beberapa indikator realisasi kinerja 

tahun 2017 dibandingkan dengan standar nasional; analisis 

keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang 

dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta 

penyajian realisasi anggaran. 

 

 



22 

 

 

BAB IV.  PENUTUP 

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja pemerintah 

Kabupaten Ogan Ilir tahun 2017 dan upaya/langkah di masa 

mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 

dalam rangka peningkatan Kinerja. 
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BAB II  

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA  

A. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Ogan Ilir Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021.  

RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan 

strategis yang menetapkan arah kebijakan dan strategis pembangunan pada tahun 

2016-2021, sebagai tolok ukur pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten 

Ogan Ilir dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dokumen ini berfungsi 

sebagai penuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Kabupaten 

Ogan Ilir dalam melaksanakan kegiatan/program pembangunan sesuai dengan tugas 

dan fungsi yang diemban, dalam arah perwujudan visi,misi, tujuan, sasaran dan 

strategis yang akan dicapai dalam lima tahun periode kepemimpinan Kepala Daerah.  

1.  Isu Startegis  

Untuk mengetahui tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala daerah beserta 

satuan kerja perangkat daerah dalam lima tahun ke depan maka penetapan isu strategis menjadi hal 

yang sangat penting dalam penyusunaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2021 

Penetapan isu strategis selain mempertimbangkan permasalahan  pembangunan di kabupaten 

Ogan Ilir juga memperhatikan sinergitas beberapa dokumen pembangunan dalam rangka 

mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan 

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta sinergis dengan dokumen perencanaan 

pembangunan lainnya, maka RPJMD Kabupaten Ogan Ilir disusun dengan berpedoman dan atau 

memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain sebagai berikut : 

1 Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional  

1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 ï 2019  

RPJMD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016-2020 disusun dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 

2015-2019. Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015 - 2019 adalah dalam 

upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:  

1. Cita 1 

 Menghadirkan kembali  negara  untuk  melindungi  segenap  bangsa dan memberikan 

rasa aman kepada seluruh warga negara; 

2.  Cita 2 

 Mengembangkan tata kelola  pemerintahan  yang bersih,  efektif, demokratis, dan 

terpercaya; 
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3.  Cita 3 

 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 

dalam kerangka negara kesatuan; 

4.  Cita 4 

 Memperkuat  kehadiran  negara dalam melakukan  reformasi sistem dan penegakan 

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 

5.  Cita 5 

 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 

6.  Cita 6 

 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;  

7.  Cita 7 

 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan  sektor-sektor strategis 

ekonomi domestik; 

8.  Cita 8 

 Melakukan revolusi karakter bangsa; dan 

9.  Cita 9 

 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi 

Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan  yang  digariskan  

dalam  RPJMN  2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan;  

(2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat 

berlangsung;  serta (4) program -program  quick  wins. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi 

yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan 

RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2016. 

Keterkaitan  antara  dimensi  pembangunan dengan Nawa Cita  dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Dimensi  Pembangunan  Manusia  dengan  prioritas:  sektor  pendidikan dengan 

melaksanakan program Indonesia pintar,  sektor kesehatan dengan melaksanakan 

program Indonesia sehat, perumahan rakyat, melaksanakan revolusi karakter bangsa, 

memperteguh kebhinekaan dan memperkuat   restorasi sosial Indonesia, dan 

melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah 

penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita. 

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas  kedaulatan pangan, kedaulatan 

energi dan ketenagalistrikan,  kemaritiman, pariwisata, industri dan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran  dari Cita 

Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita. 

3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan  prioritas pada upaya 

pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar 

wilayah.  Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari 

Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam. 
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4. Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan 

hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata  kelola  dan  reformasi  

birokrasi.  Program-program   pembangunan untuk menciptakan kondisi ini merupakan 

penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat. 

Selanjutnya, 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan tersebut di atas 

dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang  pembangunan sesuai 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan   Jangka Panjang 

Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut:  

1.  Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang: 

a.  Pengarusutamaan 

1)  Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan difokuskan pada upaya tetap menjaga 

pertumbuhan ekonomi pada yang dapat menjaga stabilitas makro, 

pertumbuhan ekonomi yang meluas dan terutama percepatan pertumbuhan di  

luar   pulau Jawa dan khususnya wilayah perbatasan, pembangunan sosial 

yang meningkat, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan tetap 

menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pelestarian alam. 

2)  Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Diarahkan untuk penguatan kapasitas pemerintah dan perluasan ruang 

partisipasi masyarakat, dengan penekanan pada: 

a) Peningkatan keterbukaan informasi dan   komunikasi publik;  

b)  Peningkatan partisipasi masyarakat dalam    perumusan kebijakan; 

c)   Peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di 

pusat dan daerah; dan 

d) Peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

3)  Pengarusutamaan Gender 

Merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan, 

yang ditujukan u ntuk  mewujudkan kesetaraan gender  dalam  pembangunan  

yang  dimulai  dari  proses perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan, serta 

pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan. 

b.   Pembangunan Lintas Bidang 

1)  Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan 

Membangun  landasan  yang  kuat  agar  ekonomi  tumbuh menghasilkan 

kesempatan kerja yang berkualitas, penyelenggaraan perlindungan      sosial     

yang     komprehensif,      pengembangan penghidupan berkelanjutan  

(peningkatan kesejahteraan  keluarga), perluasan dan peningkatan pelayanan 

dasar. 
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2)  Perubahan Iklim  

Melalui pelaksanaan  mitigasi, yaitu pengurangan  penyebab emisi Gas Rumah 

Kaca (GRK) dan adaptasi yaitu peningkatan ketahanan masyarakat  dan wilayah 

yang rentan terhadap  perubahan  iklim, yaitu petani dan nelayan serta wilayah 

yang rentan seperti pesisir atau kota yang terletak  dekat dengan  pantai,  

pegunungan  yang mudah  terkena  kekeringan  serta  upaya  peningkatan  

kesehatan atas  berbagai  gangguan  kesehatan  akibat  dampak  perubahan 

iklim. 

3)  Revolusi Mental 

Pembangunan kebudayaan pada tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan 

kemandirian bangsa yang ditandai oleh tegaknya kedaulatan  politik,  ekonomi  

yang berdikari,  dan kuatnya kepribadian bangsa dalam kebudayaan, yang 

bersumber dari nilai- nilai luhur budaya Nasional (gotong royong, toleransi, 

harmoni, solidaritas, kesetiakawanan) untuk mengembangkan budaya 

pelayanan. 

2.  Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 

Arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama difokuskan 

pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui: 

a.  Pembangunan  kependudukan dan keluarga berencana  yang diarahkan untuk 

mengendalikan kuantitas penduduk    melalui program kependudukan, Keluarga 

Berencana (KB), meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga untuk 

mendorong masyarakat Indonesia dalam membentuk keluarga kecil, bahagia, dan 

sejahtera, pengarahan dan penataan persebaran penduduk, serta penguatan data dan 

informasi kependudukan  dalam pengembangan kebijakan dan program 

pembangunan yang berbasis bukti.  

a. Pembangunan pendidikan, khususnya program Indonesia Pintar yang diarahkan untuk 

mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat, melanjutkan upaya 

untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar 

berkualitas, meningkatkan  akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan 

menengah  dan  tinggi,  menurunkan  kesenjangan  partisipasi pendidikan antar 

kelompok sosial ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin, yang berpihak pada 

seluruh anak dari terutama anak dari keluarga  kurang mampu,  meningkat kan  

kualitas  pembelajaran untuk peningkatan pendidikan karakter, dan meningkatkan 

profesionalitas guru, pengelolaan, serta pendistribusiannya. 

b. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat terutama melalui program 

Indonesia Sehat yang diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, 

menurunkan kekurangan gizi dan kelebihan gizi melalui pendekatan  lintas sektor, 

serta mengendalikan  penyakit baik menular maupun tidak menular, menguatkan 

sistem kesehatan terutama pengembangan jaminan kesehatan melalui Kartu 

Indonesia Sehat, sistem pemantauan dan evaluasi melalui pengembangan sistem 

informasi dan penelitian dan pengembangan, serta pemenuhan tenaga kesehatan, 

farmasi dan alat kesehatan. 

c. Pembangunan  perpustakaan  yang  diarahkan  untuk  meningkatkan budaya gemar 

membaca dan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun 

utilitas, melalui sinergi antara perpustakaan dengan satuan pendidikan, promosi 
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gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan pola partisipasi industri 

penerbitan dan masyarakat dalam menciptakan komunitas baca. 

e.  Pembangunan   pemuda  dan  olahraga  yang  diarahkan  untuk meningkatkan  peran  

aktif  dan  partisipasi  pemuda  dalam berbagai bidang pembangunan  serta 

menumbuhkan   dan   meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. 

f.  Pembangunan agama yang  diarahkan untuk  meningkatkan pemahaman, 

penghayatan dan pengamalan ajaran agama sebagai landasan moral dan etika dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan pelayanan   kehidupan beragama   

yang   berkualitas antara  lain dengan  meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  

ibadah haji dan umrah, serta mewujudkan harmonisasi sosial dan kerukunan umat 

beragama. 

g.  Pembangunan kebudayaan yang diarahkan untuk  mendukung terwujudnya insan 

Indonesia yang bermartabat, berkarakter  dan berjati diri yang mampu menjunjung 

tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur ditengah pergaulan global. 

h.  Pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial yang  diarahkan untuk memenuhi hak-

hak dasar mereka, menyediakan akses layanan dasar dan kesempatan  yang sama 

dan setara, serta menciptakan  layanan publik  dan  lingkungan masyarakat  yang  

inklusif,  sehingga penyandang  disabilitas dan lanjut usia dapat menjadi sumber daya 

manusia yang produktif dan berkontribusi dalam pembangunan. 

i.  Pembangunan pemberdayaan perempuan yang diarahkan untuk mempercepat 

pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang 

pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

j.  Pembangunan  perlindungan  anak yang diarahkan  untuk menjamin terpenuhinya 

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

3.  Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia ke 

arah yang lebih maju, yang jauh lebih baik, yang mampu menciptakan peningkatan  

kesejahteraan rakyat. Tercapainya  kesejahteraan  rakyat  ini  harus  didukung oleh 

berbagai kondisi penting yang meliputi:  

a.  Terciptanya  pertumbuhan  ekonomi yang cukup tinggi    serta berkelanjutan;  

b. Terciptanya sektor ekonomi yang  kokoh; serta 

c. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang akan 

dilaksanakan  diantaranya  melalui  sistem jaminan  sosial nasional. 

Penguatan bidang ekonomi juga dilakukan pada pembangunan kedaulatan  pangan, 

perwujudan kedaulatan energi, dan akselerasi industri dan pariwisata yang didukung oleh 

penguatan  infrastruktur, pertanian,  maritim dan kelautan,  baik  untuk  memenuhi  

kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor. 
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4.  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi dalam bentuk memberikan sumbangan  nyata 

bagi daya saing sektor produksi,  keberlanjutan  dan pemanfaatan  sumber  daya alam dan 

penyiapan  masyarakat  Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan 

modern. 

5.  Pembangunan Politik 

Pembangunan  politik dalam negeri merupakan  satu proses konsolidasi demokrasi  secara 

berkelanjutan  untuk meningkatkan  kinerja lembaga- lembaga demokrasi, meningkatkan 

kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara, t ermasuk memberikan akses 

yang lebih luas untuk kelompok-kelompok marjinal pada proses pengambilan keputusan 

politik. Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian dari kondisi perlu untuk 

mendukung  tiga dimensi  pembangunan  nasional,  yang menjadi amanat Nawa Cita yakni 

membuat pemerintah tidak absen dengan membangun  tata kelola pemerintahan  yang 

bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 

 

6.  Pembangunan Pertahanan dan Keamanan 

a.  Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan almatsus POLRI; 

b. Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit TNI, serta profesionalisme POLRI; 

c.   Intelijen dan kontra intelijen;  

d.  Penanganan    gangguan   keamanan   di   wilayah   perbatasan   dan pelanggaran 

hukum di laut;  

e. Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba; 

f.   Sistem keamanan yang integratif.  

7.  Hukum dan Aparatur 

Pembangunan bidang hukum dan aparatur memiliki peran yang penting dalam 

menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar 

penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional. 

a.  Sub Hukum 

1)  Penegakan hukum yang berkualitas, 

2)  Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif,  

3) Penghormatan,  perlindungan  dan pemenuhan  hak atas keadilan bagi warga 

negara. 

b.  Sub Bidang Aparatur 

 Terwujudnya  birokrasi  pemerintah  yang  berkinerja  tinggi,    bekerja efektif dan 

efisien, berintegritas  tinggi, dan berpegang  pada prinsip-prinsip akuntabilitas, 

transparansi dan partisipasi. 
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8.  Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang  

a.  Informasi Geospasial meliputi:  

1)  Kebijakan   Data  dan  Informasi   Geospasial   untuk  Tata  Ruang Wilayah  

(RTRW)  dimana  kedudukan  bidang  data  dan  informasi geospasial   memiliki   

nilai   strategis   pada   proses   perencanaan berbasis kewilayahan, khususnya 

dalam memenuhi kebutuhan perencanaan penyusunan RTRW yang meliputi peta 

dasar dan peta tematik;  

2)  Kebijakan   Pembatasan   pada  Skala  1:25.000,   dimana   dengan kebijakan   

ini,   penggunaan   APBN   hanya   difokuskan   untuk pengadaan data dasar 

untuk peta dasar minimal skala 1:25.000;  

3)  Kebijakan Kurva Tertutup bagi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  

(NKRI),  dimana  kebijakan  ini  ditujukan  untuk memetakan batas wilayah 

Negara NKRI secara tuntas dan mencantumkannya dalam suatu bentuk 

peraturan perundang- undangan; 

4)  Kebijakan  Super  Data  Bank  dan  PNBP,  dimana  kebijakan  ini ditujukan   

untuk  meningkatkan   distribusi   data  dan  informasi spasial telah dilakukan 

Pemerintah melalui Jaringan Informasi Geospasial  Nasional  (JIGN)  dengan  

membangun  web yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder; dan 

5)  Kebijakan Kerjasama Pengadaan Tenaga Surveyor dan Tenaga Ahli Geospasial, 

dimana dengan kebijakan ini diharapkan dapat tersedia tenaga surveyor dan 

tenaga ahli data dan informasi spasial sesuai dengan kebutuhan. 

b.  Tata Ruang 

1)  Memperkuat sistem pertahanan; 

2)  Memperkuat jati diri sebagai negara maritim;  

3)  Membangun transparansi dan tata kelola pemerintahan; 

4) Menjalankan reformasi birokrasi melalui pembentukan  perangkat PPNS Bidang 

Tata Ruang; 

5)  Membuka  partisipasi  publik  dengan  melibatkan  masyarakat  dan dunia usaha 

secara aktif dalam penyelenggaraan  penataan ruang; dan 

6)  Mewujudkan kedaulatan pangan.  

c.   Pertanahan 

1)  Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar (land reform) ; dan 

2)  Jaminan kepastian hukum atas tanah.  

d.  Perkotaan dan Perdesaan 

Difokuskan pada pembangunan wilayah perkotaan dalam rangka membangun   kota   

berkelanjutan   dan   berdaya   saing,   memenuhi standar pelayanan minimum 

khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan, yang akan disi oleh penguatan tata 

kelola pemerintahan Desa yang baik. 

e.   Kawasan Strategis 

Pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia.  
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f.   Kawasan Perbatasan 

Difokuskan  pada percepatan  pembangunan  di lokasi-lokasi  prioritas perbatasan di 

berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial, pertahanan dan 

keamanan. 

g.   Daerah Tertinggal 

Dukungan dan pemihakan yang lebih konkrit dari seluruh sektor terhadap percepatan 

pembangunan daerah tertinggal.  

h.  Otonomi Daerah 

1)  Efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dalam  rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

2)  Menata  manajemen  pemerintahan  daerah  yang  lebih  responsif, akuntabel, 

transparan dan efisien; 

3) Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/ susunan pemerintahan 

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan; 

4)  Menata  pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan daerah; 

5)  Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem NKRI. 

 

2.  Permasalahan Pembangunan  

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, 

kesejahteraan masyarakat,pelestariandan perlindungan nilai-nilaibudaya 

daerah,keamanandanketertiban,sertakemampuandan penguatan kelembagaanuntukmewujudkan 

kemandirian. Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Ogan Ilir melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara 

sinergis dan berkelanjutan. 

Berdasarkananalisis gambaran umumkondisi Kabupaten Ogan Ilir selama lima 

tahunterakhir,terdapatberbagaiaspekpembangunan yangtelahmengalami kemajuan atau 

keberhasilan, namun disamping itu terdapat pula berbagai permasalahan dan tantanganyang masih 

dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian  kebijakan  dan  program  secara  terencana,  

sinergis, dan berkelanjutan.  

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah 

maka tidak semua permasalahan dan tantangan yang dihadapi akan dapat dijawab dan diselesaikan 

dengan tuntas akan sehingga memerlukan  pemilahan dan penentuan skala prioritas permasalahan 

atau tantangan yang mendesak untuk diatasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.  Namun 

demikian, permasalahan atau tantangan yang tidak menjadi prioritas utama bukan berarti tidak 

diatasi oleh pemerintah daerah akan tetapi secara operasional tetap menjadi perhatian sepanjang 

memiliki pengaruh terhadap kinerja yang telah dicapai di masa lalu dan berpengaruh terhadap 

standar pelayanan bagi masyarakat. 
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Adapun dari hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Ogan Ilir maka diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten 

Ogan Ilir sebagai berikut :  
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Tabel 5 

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas 

Kabupaten Ogan Ilir 

 

No. Bidang Urusan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 

Permasalahan 

1. Pendidikan a. Anak usia sekolah khususnya jenjang pendidikan 

menengah masih ada yang tidak melanjutkan sekolah 

b. Pembagian tugas pengawas sekolah belum optimal 

c. Belum semua guru mendapatkan tunjangan profesi guru 

d. Minat baca masih rendah khususnya pada usia produktif 

e. Jumlah perpustakaan masih sedikit 

f. Kurangnya tenaga pustakawan 

 Kesehatan& 

Keluarga Berencana 

a. Angka kematian neonatus, AKB, AKI masih tinggi 

b. Pemberian MP-ASI keluarga miskin dan cakupan ASI 

ekslusif masih rendah 

c. Angka kesakitan pneumonia balita, diare dan TB BTA 

(+) masih tinggi  

d. Cakupan kualitas air bersih, cakupan pembuangan air 

limbah dan rumah masih rendah 

e. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang semakin tinggi 

f. Kurangnya sarana dan prasarana rumah sakit 

g. Kurangnya jumlah dan jenis obat-obatan di rumah sakit 

h. Partisipasi masyarakat dalam program KB masih belum 

optimal 

i. Jangkauan pelayanan KB masih terbatas 

j. Meningkatnya korban kekerasan terhadap perempuan 

dan anak 

 Sosial  a. Tingkat kemiskinan masih berada diatas angka nasional 

(2014: 13,38% dgn jml penduduk miskin sebesar 

54.200jiwa)  

b. Angka IPM masih berada pada level 65,35  metode baru 

(2015) 

c. Angka Pengangguran masih tinggi  (2015 : 3,02% atau 

jml pengangguran 8.625 jiwa peng angguran) 

d. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar 

masih kurang 

e. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan 

sosial (PMKS) masih belum optimal 

 Perekonomian Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

a. Alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan dan 

permukiman  

b. Intensitas pemanfaatan lahan yang rendah 

c. Rendahnya pendapatan petani dari usaha tani tanaman 

pangan 

d. Belum adanya Perda tentang lahan sawah berkelanjutan 
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No. Bidang Urusan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 

Permasalahan 

e. Penggunaan pupuk yang belum berdasarkan dosis 

spesifik lokasi 

f. Sistem perbenihan belum optimal 

g. Masih tingginya tingkat kehilangan hasil pada proses 

pasca panen 

h. Terbatasnya kapasitas petani dalam mengadopsi 

teknologi 

i. Kurangnya kemampuan petani untuk membeli sarana 

produksi pertanian 

j. Lemahnya permodalan petani 

k. Kurang optimalnya perluasan areal tanam 

l. Dampak perubahan iklim yang kurang terkendali 

m. Belum berkembangnya tata kelola pengembangan 

kawasan agribisnis 

n. Infrastruktur pendukung di dalam dan menuju kawasan 

sentra kurang tersedia 

o. Teknologi pengolahan hasil pertanian yang masih 

sederhana 

p. Menurunnya minat masyarakat untuk bekerja di bidang 

tanaman pangan dan hortikultura  

 

Perkebunan: 

a. Banyaknya tanaman tua 

b. Benih tanaman yang bukan klon unggulan/tidak 

bersertifikat 

c. Banyaknya serangan hama dan penyakit tanaman 

d. Masih rendahnya harga yang diterima petani  

e. Masih tradisional dalam praktik budidaya 

f. Kurangnya pupuk bersubsidi 

g. Tingginya biaya untuk peremajaan tanaman 

h. Jumlah industri hilir masih kurang 

 

Peternakan: 

a. Belum adanya pabrik pakan ternak berbasis bahan lokal 

b. Harga jual pakan tinggi 

c. Belum berkembangnya teknologi pendukung budidaya 

ternak kerbau rawa dan itik pegagan 

d. Belum tercukupinya konsumsi daging dari produksi lokal 

e. Kurangnya ketersediaan bibit ternak 

f. Pembangunan RPH masih belum optimal 

 

Perikanan: 

a. Tingkat pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha 
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No. Bidang Urusan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 

Permasalahan 

perikanan masih rendah 

b. Kurangnya informasi teknologi 

c. Kurangnya tenaga teknis pendamping perikanan 

d. Rendahnya tingkat pendapatan peternak ikan/nelayan 

e. Sulitnya akses permodalan melalui perbankan 

f. Mahalnya harga pakan pabrikan 

g. Keterbatasan jumlah induk dan benih unggul 

h. Keterbatasan bahan baku industri pengolahan 

i. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan 

j. Besarnya biaya operasional penangkapan ikan 

k. Harga jual ikan lokal yang kurang kompetitif  

l. Industri perikanan yang belum berkembang 

m. Tidak terjaminnya ketersediaan bahan baku untuk 

industri 

n. Rendahnya mutu komoditas hasil perikanan 

 

 

Investasi dan Pengembangan Usaha: 

a. Rendahnya nilai tambah sektor industri dan penyerapan 

tenaga kerja 

b. Kurangnya perangkat regulasi terhadap investasi 

c. Kurangnya tenaga teknis di bidang industri dan 

perdagangan 

d. Terbatasnya penggunaan teknologi modern dan 

teknologi tepat guna dalam sektor industri dan UMKM 

e. Lambatnya pertumbuhan industri baru 

f. Rendahnya kemampuan industri kecil dan menengah 

dalam mengakses teknologi dan  inovasi produk 

g. Rendahnya akses pemasaran hasil industri 

h. Kurangnya pembinaan dan pengembangan 

kewirausahaan. 

 

 Infrastruktur  a. Persentase jalan mantap untuk jalan kewenangan 

kabupaten masih rendah (2014: 53,86%.)  

b. Akses sanitasi layak baru mencapai 55,50% masih 

dibawah Provinsi Sumatera Selatan 62,32 dan Capaian 

Nasional 63,93 

c. Akses terhadap layanan air bersih layak  baru mencapai 

56,11 % masih dibawah Provinsi sumatera selatan 

sebesar 59,97 dan Capaian Nasional 70% 

d. Masih terdapatnya ketimpangan antara bagian wilayah 

utara yang relatif lebih maju (terutama di koridor jalan 

arteri primer Indralaya ï Tanjung Raja) dengan bagian 

wilayah selatan yaitu di Kecamatan muara kuang dan 

rambang kuang. 
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No. Bidang Urusan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah 

Permasalahan 

e. Masih terbatasnya ketersedian infrastruktur drainase 

f. Layanan persampahan baru mencapai 38% 

g. Masih rendahnya layanan pengelolaan air limbah 

 

 Tata Ruang 

&Lingkungan Hidup 

a. Masih lemahnya peran dan fungsi kelembagaan 

penataan ruang 

b. Masih rawan terhadap bencana banjir dan kebakaran 

lahan 

c. Belum terpenuhinya Ruang terbuka hijau (RTH) 

d. Kurangnya percepatan pengembangan kawasan 

strategis guna mendorong perkembangan kawasan 

potensial 

e. Masih rendahnya penegakan perda tentang tata ruang 

 Tata Kelola 

Pemerintahan 

a. Belum optimalnya harmonisasi dan implementasi 

regulasi; 

b. Belum optimalnya Rasio kecukupan kualitas dan 

kuantitas SDM aparatur dengan kompetensi khusus 

sesuai fungsi yang dibutuhkan masih kurang; 

c. Belum optimalnya tingkat kemandiriaan keuangan 

daerah; 

d. Belum optimalnya sinergitas dan integrasi sistem 

perencanaan dan penganggaran; 

e. Belumoptimalnyakemampuan SKPD dalam 

mengartikulasikankebutuhanmasyarakat; 

f. Belum optimalnya implementasi dokumen kajian untuk 

kebijakan teknis; 

g. Belum optimalnya 

kesadaranmasyarakatuntukmemilikidokumenkependudu

kan; 

h. Belum optimalnyaketersediaan data dasar yang 

akuratdantepatwaktu;  

i. Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip  

 

3.  Visi  

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir periode  tahun 2016-2021  adalah: 

 

TERWUJUDNYA MASYARAKAT OGAN ILIR LEBIH SEJAHTERA, UNGGUL DAN 

BERKUALITAS DILANDASI KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA 

ESA. 
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Makna yang terkandung dalam Visitersebutdijabarkansebagaiberikut : 

Sejahtera  

Ogan Ilir Sejahtera merupakansuatukondisimasyarakat yang 

terpenuhikebutuhandasarsepertisandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, 

pekerjaan, rasa amandariperlakuanatauancamantindakkekerasanfisikmaupun non fisik, 

lingkunganhidupdansumberdayaalam, berpartisipasi dalam kehidupansocialdanpolitik, 

mempunyaiaksesterhadapinformasisertahiburan; terciptanyahubunganantarmasyarakat Ogan Ilir 

yang dinamis, salingmenghargai, bantu membantu, salingpengertian; 

sertatersediaprasaranadansaranapublik, transportasidanteknologi yang mencukupi, 

nyamandanterpeliharadenganbaik. 

 

Unggul  

Ogan Ilir Ungguladalah keadaan yang menunjukkan pemerintahdaerahdanmasyarakatOganIlir yang 

kompetitifdenganpotensisumberdayamanusia yang profesionaldan produktif  

Berkualitas  

Ogan Ilir Berkualitasadalah suatu upaya dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk menghasilkan 

kegiatan pembangunan yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat 

3.1 Misi  

Perwujudanvisipembangunanditempuhmelaluimisiuntukmemberikanarahdanbatasan proses 

pencapaiantujuan, makaditetapkan5 (lima) misi Pembangunan JangkaMenengah Daerah 

KabupatenOganIlirTahun2016-2021, sebagaiberikut :  

1.  Meningkatkan kualitastatakelolapemerintahan yang baik, danpelayananmasyarakat 

yang transparan, bersihdanbertanggungjawab  

Misi ini diarahkan untuk dapat mewujudkan dan m eningkatkankinerjaaparaturpemerintah 

daerah yang dapatmelayanimasyarakatsecara prima, menjadikanpemerintahan yang baik (Good 

Governance), jujur, bebasdaripraktekkorupsi, kolusidannepotisme 

2.  Meningkatkankualitaspendidikandankesehatan yang merata, gunamewujudkan SDM 

yang ungguldan  bermartabat  

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berpendidikan, 

berakhlakmulia, sehat, sertabertaqwakepadaTuhan Yang MahaEsa yang 

dilakukandenganpeningkatanaksesdanpemerataan,peningkatanmutupelayanansosialdasartermas

ukpendidikandankesehatan, keluargaberencana, peningkatankualitasdayasaingtenagakerja,  

peningkatankualitaskehidupankerukunankehidupanumatberagama, danperlindungan sosial yang 

dinamis. 

3.  Meningkatkanperekonomiandaerahmelaluipemberdayaanmasyarakatdanpeningkata

ninvestasigunamengurangipeng anggurandankemiskinan, 

sertapemenuhankebutuhandasarmasyarakat  
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Misi ini diarahkan pada peningkatan daya saing produk lokal sehingga memiliki daya saing yang 

tinggi dengan peningkatan produksi dan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah dan 

koperasi dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDA) disamping dengan penguatan sinergi 

dan kemitraan berbagai stakeholder yang terkait dengan pembangunan daerah guna 

mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. 

4.  Meningkatkan 

kualitasinfrastrukturwilayahperkotaansampa ipelosokperdesaanberbasislingkunganh

idup.  

Misiinidiarahkanpada peningkatan kualitas infrastruktur yang 

mendukungpertumbuhandankelancaranperekonomiandengantetapmemperhatikanRencana Tata 

Ruang Wilayah sesuaidayadukungdandayatampunglingkungan, sertapenguatan kesiapsiagaan 

bencana yang mengancamkeberadaansumberdayapotensial, strategis dan kualitas kehidupan 

masyarakat. 

5.  Meningkatkankualitaspolitikdandemokrasi,ketentraman, 

ketertibandankeamananmasyarakat, kehidupansosial -budayadanberagama, 

sertakepastianHukumdan HAM.  

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta 

stabilitas daerah baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan agama dengan peningkatan 

peran serta masyarakat dan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan  melalui 

penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat serta menjalankan proses demokrasi dan 

pendidikan politik yang sehat dan dinamis. 

Tabel 6 

Penentuan Strategis 

 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI 

Meningkatnya 

kompetensi sumberdaya 

aparatur  

Pejabat yang telah memenuhi 

persyaratan pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan 

Strategi 1 

Penerapan reformasi 

birokrasi dan peningkatan 

layanan publik Prosentase SDM Aparatur yang 

mengikuti diklat  sesuai kebutuhan 

 Prosentase aparatur desa yang 

mendapat pelatihan 

Strategi 7 

Peningkatan Kapasitas 

Pemerintah Desa 

 Persentase desa yang mampu 

menyusun APBDes 

 

 Persentase LPM Aktif  

Terwujudnya tata 

pemerintahan yang baik 

Opini BPK Strategi 1 

Penerapan reformasi 
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SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI 

dan bersih birokrasi dan peningkatan 

layanan publik 

 Nilai LKIP  

 Rata-rata pertumbuhan pendapatan 

asli daerah 

 

 Tersedianya dokumen perencanaan 

memuat tujuan, target dan sasaran 

yang jelas dan terukur 

 

 Terlaksananya pengendalian 

administrasi dan pengendalian 

operasional kegiatan seluruh SKPD di 

Pemkab. Ogan Ilir 

 

 Kesesuaian antara RPJMD dengan 

RKPD 

 

 Hasil penelitian yang ditindak lanjuti   

Terwujudnya pelayanan 

publik yang prima   

 

Indeks Kepuasan Masyarakat Strategi 1 

Penerapan reformasi 

birokrasi dan peningkatan 

layanan publik 

 Jumlah kerjasama yang dilakukan  

 Jumlah web site milik pemda yang 

aktif 

 

 Cakupan data spasial   

 Prosentase SKPD yang menerapkan 

arsip secara baku 

 

 Prosentase kepemilikan KTP  

 Prosentase kepemilikan Akta 

Kelahiran 

 

Terwujudnya layanan 

pendidikan untuk semua 

 

Angka Partisipasi Kasar PAUD Strategi  2 

Peningkatan kualitas 

layanan pendidikan 

 

Angka Partisipasi Kasar (APK) 

SD/MI/Paket A 

 Angka Partisipasi Kasar (APK) 

SMP/MTs/Paket B 

 

 Angka Partisipasi Murni (APM) 

SD/MI/Paket A 
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SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI 

 Angka Partisipasi Murni (APM) 

SMP/MTs/Paket B 

 

Meningkatnya peran serta 

masyarakat  dalam 

pengelolaan pendidikan  

Angka Melek Huruf (Buta Aksara) Strategi  2 

Peningkatan kualitas 

layanan pendidikan 

 

Jumlah pengunjung perpustakaan 

Meningkatnya kualitas dan 

kuantitas SDM di 

lingkungan pendidikan 

Persentase pendidik & tenaga 

kependidikan berkualifikasi akademik 

minimal S1/D4 

 

 Persentase pendidik dan tenaga 

kependidikan bersertifikat profesi 

 

 Rasio Guru terhadap  murid  

Meningkatnya kualitas dan 

kuantitas SDM pelayanan 

kesehatan 

Prosentase layanan kesehatan yang 

memenuhi standar 

Strategi  3 

Peningkatan kualitas 

layanan kesehatan 

 Rasio dokter/penduduk  

Meningkatnya derajat 

kesehatan masyarakat 

 

Indek Pembangunan Manusia  

 Usia harapan hidup 

 

 

 Angka Kematian ibu  

Angka kematian bayi 

(Neonatus+bayi)  

Prevalensi Balita bergizi buruk 

Angka Kematian Bayi 

Balita Bergizi Buruk 

Terjaminnya mutu 

layanan kesehatan 

Cakupan pelayanan kesehatan dasar 

masyarakat miskin 

 

 Indek kepuasan layanan rumah sakit  

 Cakupan sarana dan prasarana 

rumah sakit 

 

 Cakupan ketersedian obat , vaksin 

untuk pelayanan kesehatan dasar di 

puskesmas 

 

Meningkatnyanya Rumah tangga yang ber-PHBS  
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SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI 

kesadaran masyarakat 

untuk berprilaku hidup 

bersih dan sehat 

 Desa/kelurahan siaga aktif   

Meningkatnya kualitas 

hidup masyarakat 

Meningkatnya Indek pembangunan 

manusia (IPM) 

 

Strategi  3 

Peningkatan kualitas 

layanan kesehatan 

 CakupanPasangan 

Usia Suburyang isterinyadibawah 

usia20 tahun 

 

 Cakupansasaran 

PasanganUsia Subur 

MenjadiPeserta KB 

aktif 

 

 CakupanPasangan 

Usia Suburyang inginber-KB tidak 

Terpenuhi(Unmet Need) 

 

 CakupanAnggota BinaKeluarga 

Balita (BKB)ber-KB 

 

 Cakupan PUSPeserta KB 

AnggotaUsaha 

PeningkatanPendapatan 

KeluargaSejahtera 

(UPPKS) yang 

ber-KB 

 

 Ratio PetugasLapangan 

KeluargaBerencana/PenyuluhKeluarga 

Berencana(PLKB/PKB) 

 

 RatioPembantu 

PembinaKeluarga 
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SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI 

Berencana(PPKBD) 

 Persentase (%) panti sosial skala 

kabupaten/ kota yang menyediakan 

sarana prasarana 

pelayanan kesejahteraan 

sosial 

 

 Persentase (%) 

Wahanakesejahteraan 

sosial berbasis 

masyarakat 

(WKBSM) yang 

menyediakan 

saranaprasarana 

pelayanankesejahteraan 

sosial 

 

 Persentase (%) 

korban 

bencana skala 

kabupaten/ 

kota yang 

menerima 

bantuan sosial selama masa 

tanggap 

darurat 

 

 Persentase (%) 

korban 

bencana skala 

kabupaten/ 
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SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI 

kota yang 

dievakuasi 

dengan 

menggunakan 

sarana 

prasarana 

tanggap 

darurat lengkap 

 

 Persentase (%) 

penyandang 

cacat fisik dan 

mental serta 

lanjut usia tidak  

potensial yang 

telah menerima 

jaminan social 

 

 

 

Meningkatnya partisipasi 

angkatan kerja 

Menurunnya angka pengangguran 

 

Strategi 6 
Peningkatan kualitas 

dandaya saingtenaga 
kerja daerah. 

 Besarantenaga kerja 

Yangmendapatkanpelatihanberbasis 

kompetensi 

 

 Besarantenaga kerja 

Yangmendapatkan 

Pelatihanberbasis 

masyarakat 
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SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI 

 Besarantenaga kerja 

Yangmendapatkan 

Pelatihankewirausahaan 

 

 Besaranpencari kerjayang terdaftar 

Yangditempatkan (%)  

 

 Besaran Kasus 

Yangdiselesaikan 

DenganPerjanjian 

Bersama (PB) 

 

 Besaranpekerja/buruh 

yang menjadipesertaprogram 

Jamsostek 

 

Meningkatnya 

pemberdayaan ekonomi 

berbasis sumberdaya lokal  

Meningkatnya Prosentase UMK (%) Strategi 7 

Peningkatan fasilitasi 
pengembangan 
wirausaha baru 

 Prosentase koperasi aktif (persen)  

 Perkembangan pertumbuhan 

koperasi 

 

 Cakupan bina kelompok pedagang 

/usaha formal (%)  

 

 Kontribusi sektor perdagangan  

terhadap PDRB (%) 

 

 Cakupan bina kelompok pengerajin  

 Gelar  Teknologi Tepat Guna  

 Cakupan pelatihan Bumdes  

 Meningkatnya jumlah kunjungan 

wisata 

 
 

 
 

Bertambahnya minat 

masyarakat dan 

investor/pelaku usaha 

untuk berinvestasi dan 

mendirikan usaha 

Blue Print Peluang Investasi  
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SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI 

 Lama proses perijinan  

Meningkatnya pemerataan 

pendapatan masyarakat 

 

Menurunnya angka kemiskinan 

 

Strategi 8 
Pengembangan Sektor 

ekonomi Potensial 

 Persentase PMKS yang memperoleh 

bantuan sosial 

 

 Persentase (%) 

PMKS skala 

Kabupaten/ Kota yang menerima 

program pemberdayaan sosial melalui 

Kelompok Usaha Bersama(KUBE) atau 

Kelompok sosial ekonomi sejenis 

lainnya 

 

 Indek Gini  

 Meningkatnya pendapatan perkapita 

penduduk (juta)  

 

 

Meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi 

 

Pertumbuhan ekonomi dengan migas 

 

Strategi 9 
 

Peningkatan produksi, 
dan produktivitas 
pertanian, perkebunan, 

perikanan, dan  
peternakan, 

 Produksi tanaman pangan  

 Kontribusi tanaman pangan terhadap 

PDRB 

 

Jumlah produktivitas padi 

 Jumlah produktivitas palawija  

 Kontribusi holtikultura terhadap PDRB  

 Jumlah produktifitas sayuran dataran 

rendah dan biofarmaka 

 

 Jumlah produktivitas holtikultura 

buah-buahan unggulan 
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SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI 

 Kontribusi perkebunan terhadap 

PDRB 

 

 Produktivitas komoditas perkebunan  

 Jumlah Produksi Daging  (ton)   

 Jumlah produksi  telur ( ton)   

 Kontribusi peternakan terhadap PDRB  

 Jumlah produksi perikanan budidaya  

 Jumlah produksi perikanan tangkap  

 Kontribusi perikan terhadap PDRB  

 Persentase ketersediaan pangan 

utama 

Beras 

Daging 

Telur 

Ikan 

Strategi 10 
Pengembangan 

ketersediaan bahan 

pangan, distribusi, 

akses, mutu dan 

keamanan pangan. 

 

Meningkatnya Penyediaan 

sarana dan prasarana 

pendukung perekonomian 

 

Jalan dalam kondisi baik  (%) Strategi 11 
Penyiapan sarana 
infrastruktur yang 

mendukung 
pengembangan sektor 

perekonomian rakyat 

Jaringan irigasi dalam kondisi baik  

 

Meningkatnya layanan 

infrastruktur dasar 

perumahan dan 

permukiman secara 

berkelanjutan 

 

Akses masyarakat terhadap air bersih 

yang layak (%)  

Strategi 12 

Peningkatan Akses 

terhadap pelayanan 
infrastuktur dasar 

perumahan dan 
permukiman  

Prosentase layanan sampah ke TPA 

(%)  

 Akses masyarakat terhadap sanitasi  

yang layak 

 

 Jumlah kantor pemkab terpadu yang  

sudah terbangun 

 

Terciptanya Kota Sehat, 

Kompak dan Cerdas 

Jumlah  kantor/Dinas terbangun Strategi  13 

Penyediaan sarana dan 
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SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI 

Penambahan Utilitas perkotaan prasarana perkotaan dan 

Fasilitas Umum lainnya 

 Tersedianya fasilitas perlengkapan 

jalan 

 

 Tersedianya halte untuk tempat 

tempat yang dilayani angkutan umum 

 

 Tersedianya trotoar jalan %   

 Tersedianya lampu jalan  

 Tersedianya taman kota   

 Tersedianya akses internet ditempat 

umum (titik hotspot)  

 

Meningkatnya usaha 

pelestarian lingkungan 

hidup 

 

 

Luas lahan terbakar 

Strategi  14 

Pengelolaan dan 
konservasi Sumber Daya 
Alam dan Lingkungan 

Hidup  

Luas RTH Perkotaan (%) 

Prosentase penambahan RTH 

Meningatkatnya Partisipasi 

Masyarakat dalam 

berpolitik, dan 

berdemokrasi 

Jumlah konflik yang bernuasa SARA 

 

Strategi  15 

Peningkatan jiwa 

nasionalisme dan 

sportifitas 

 Partisipasi dalam pilkada  

 Kegiatan pembinaan politik daerah  

 Penyelenggaraan Paskibraka  

 Jumlah kegiatan kepemudaan  

 Tersedianya lapangan olahraga tiap 

desa/kelurahan (persen) 

 

Terciptanya ketentraman, 

ketertiban, keamanan dan 

kenyamanan masyarakat 

 

Penurunan  

Angka kriminalitas 

Strategi  16 

Peningkatan Keamanan 

dan ketertiban 

masyarakat 

 Cakupan pembinaan eks penyandang 

penyakit sosial (eks napi, PSK, 

Narkoba dan penyakit sosial lainnya 
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SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI 

Terciptanya ketentraman, 

ketertiban, keamanan dan 

kenyamanan masyarakat 

 

Jumlah konflik yang bernuasa SARA 

 

Strategi  17 

Pemberdayaan tokoh 

agama dan tokoh 

masyarakat 

Terpeliharanya nilai nilai 

budaya dan kearifan lokal 

Jumlah penyelenggaraan festival seni 

dan budaya 

Strategi  18 

Meningkatkan utilitas 

budaya dan kearifan 

lokal 

 Buku sejarah dan budaya kabupaten 

Ogan ilir 

 

 Penerapan pendidikan karakter dan 

nilai budaya lokal pada sekolah 

 

Terwujudnya kepastian 

hukum dan penegakan  

HAM serta peningkatan 

kesadaran hukum 

mayarakat 

 

Aksesibilitas masyarakat terhadap 

produk hukum daerah 

Strategi  19 

Peningkatan kesadaran 

hukum masyarakat 

 Jumlah Polisi Pamong Praja yang 

mengikuti diklat PPNS 

 

 

Beberapa sasaran pembangunan memiliki keterkaitan , maka satu strategi dapat dirumuskan untuk 

mencapai gabungan beberapa sasaran, keterhubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut 

: 

Keterhubungan Sasaran dengan Strategi 

 

SASARAN STRATEGI 

Meningkatnya kompetensi sumberdaya 

aparatur  

Strategi 1 

Penerapan reformasi birokrasi dan 

peningkatan layanan publik 

 Strategi 7 

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa 

Terwujudnya tata pemerintahan yang 

baik dan bersih 

Strategi 1 

Penerapan reformasi birokrasi dan 

peningkatan layanan publik 
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SASARAN STRATEGI 

Terwujudnya pelayanan publik yang 

prima   

 

Strategi 1 

Penerapan reformasi birokrasi dan 

peningkatan layanan publik 

Terwujudnya layanan pendidikan untuk 

semua 

 

Strategi  2 

Peningkatan kualitas layanan 

pendidikan 

Meningkatnya peran serta masyarakat  

dalam pengelolaan pendidikan  

 

 

Strategi  2 

Peningkatan kualitas layanan 

pendidikan 

 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM 

di lingkungan pendidikan 

 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM 

pelayanan kesehatan 

Strategi  3 

Peningkatan kualitas layanan kesehatan 

Meningkatnya derajat kesehatan 

masyarakat 

 

Terjaminnya mutu layanan kesehatan  

Meningkatnyanya kesadaran masyarakat 

untuk berprilaku hidup bersih dan sehat 

 

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Strategi  3 

Peningkatan kualitas layanan kesehatan 

Meningkatnya partisipasi angkatan kerja Strategi 5 

Peningkatan kualitas dandaya 
saingtenaga kerja daerah. 

Meningkatnya pemberdayaan ekonomi 

berbasis sumberdaya lokal  

Strategi 7 

 
Peningkatan fasilitasi pengembangan 
wirausaha baru 

Bertambahnya minat masyarakat dan 

investor/pelaku usaha untuk berinvestasi 

dan mendirikan usaha 

 

Meningkatnya pemerataan pendapatan 

masyarakat 

 

Strategi 4 
Pengembangan Sektor ekonomi 

Potensial 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Strategi 9 
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SASARAN STRATEGI 

 Peningkatan produksi, dan 
produktivitas pertanian, perkebunan, 

perikanan, dan  peternakan, 
 Strategi 10 

Pengembangan ketersediaan bahan 

pangan, distribusi, akses, mutu dan 

keamanan pangan. 

Meningkatnya Penyediaan sarana dan 

prasarana pendukung perekonomian 

 

Strategi 11 

Penyiapan sarana infrastruktur yang 
mendukung pengembangan sektor 

perekonomian rakyat 

Meningkatnya layanan infrastruktur dasar 

perumahan dan permukiman secara 

berkelanjutan 

 

Strategi 12 

Peningkatan Akses terhadap pelayanan 
infrastuktur dasar perumahan dan 
permukiman  

Terciptanya Kota Sehat, Kompak dan 

Cerdas 

Strategi  13 

Penyediaan sarana dan prasarana 

perkotaan dan Fasilitas Umum lainnya 

Meningkatnya usaha pelestarian 

lingkungan hidup 

 

Strategi  14 

Pengelolaan dan konservasi Sumber 
Daya Alam dan Lingkungan Hidup  

Meningatkatnya Partisipasi Masyarakat 

dalam berpolitik, dan berdemokrasi 

Strategi  15 

Peningkatan jiwa nasionalisme dan 

sportifitas 

Terciptanya ketentraman, ketertiban, 

keamanan dan kenyamanan masyarakat 

 

Strategi  16 

Peningkatan Keamanan dan ketertiban 

masyarakat 

Terciptanya ketentraman, ketertiban, 

keamanan dan kenyamanan masyarakat 

 

Strategi  17 

Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh 

masyarakat 

Terpeliharanya nilai nilai budaya dan Strategi  18 
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SASARAN STRATEGI 

kearifan lokal Meningkatkan utilitas budaya dan 

kearifan lokal 

Terwujudnya kepastian hukum dan 

penegakan  HAM serta peningkatan 

kesadaran hukum mayarakat 

 

Strategi  19 

Peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat 
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Tabel 5 . Perjanjian Kinerja 2017 

 

 

 

 

 

I
Meningkatnya  kompetensi  sumberdaya 

aparatur 
I.1 % 55

I.2
Prosentase  SDM  Aparatur  yang 

mengikuti diklat  sesuai kebutuhan
% 55

I.3
Prosentase  aparatur  desa  yang 

mendapat pelatihan
% 30

I.4
Persentase  desa  yang  mampu 

menyusun APBDes
% 80

I.5 Persentase LPM Aktif % 65

II Terwujudnya tata pemerintahan yang baik II.1 Opini BPK Opini BPK WTP

II.2 Nilai LKIP

II.3 Rata-rata pertumbuhan PAD (%) % 34

II.4

Tersedianya  dokumen  perencanaan 

memuat  tujuan,  target  dan  sasaran 

yang jelas dan terukur

% 100

II.5

Terlaksananya  pengendalian 

administrasi  dan  pengendalian 

operasional  kegiatan  seluruh  SKPD  di 

Pemkab. Ogan Ilir

% 83

II.6 % 82

II.7 Hasil penelitian yang ditindak lanjuti % 45

III Terwujudnya pelayanan publik yang prima  
III.1

Jumlah  pengaduan  masyarakat  yang 

ditindak lanjuti
% 100

III.2 Jumlah kerjasama yang dilakukan buah 10

III.3 buah 15

III.4 Tersedianya data spasial % 20

III.5
Prosentase  SKPD  yang  menerapkan 

arsip secara baku
% 45.75

III.6 Prosentase kepemilikan KTP % 80

III.7 Prosentase bayi berakte kelahiran % 79

IV Terwujudnya 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

(1) (2) (3) (4)

layanan pendidikan untuk IV.1 Angka Partisipasi Kasar PAUD % 60

semua
IV.2

Angka  Partisipasi  Kasar  (APK) 

SD/MI/Paket A
% 100

IV.3
Angka  Partisipasi  Kasar  (APK) 

SMP/MTs/Paket B
% 100

IV.4
Angka Partisipasi Murni (APM) 

SD/MI/Paket A
% 98

IV.5
Angka Partisipasi Murni (APM) 

SMP/MTs/Paket B
% 80.25

V Meningkatnya peran serta masyarakat  

dalam pengelolaan pendidikan 

V.1 Angka Melek Huruf (Buta Aksara) % 99.25

V.2 Jumlah pengunjung perpustakaan Orang 2500

VI Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM di 

lingkungan pendidikan VI.1

Persentase pendidik & tenaga 

kependidikan berkualifikasi akademik 

minimal S1/D4

% 85

VI.2
Persentase pendidik dan tenaga 

kependidikan bersertifikat profesi
% 75

VI.3 Rasio Guru terhadap  murid 814

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan 

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

Jumlah web site milik pemda yang aktif

dan bersih

Kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD

guru/1000 murid 

pendidikan dasar
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VII Meningkatnya  kualitas  dan  kuantitas  SDM 

pelayanan kesehatan
VII.1

Cakupan  pelayanan  dasar  masyarakat 

miskin
% 85

VII.2
Cakupan  pelayanan  kesehatan  dasar 

masyarakat miskin rawat inap
% 85

VII.3

Cakupan pelayanan gawat darurat level 

1  yang  harus  diberikan  sarana 

kesehatan di kabupaten

% 100

VII.4 Rasio dokter/penduduk Ratio 1:3.542

VII.5 Rasio tenaga medis/penduduk Ratio 1:3.542

VIII VIII.1 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 66

masyarakat VIII.2 Usia Harapan Hidup AHH 64.64

VIII.3 Angka kematian ibu 6/10.000

VIII.4 Jumlah Kematian Bayi 25

VIII.5 Prevalensi balita gizi kurang < 17

IX Terjaminnya mutu layanan kesehatan
IX.1

Cakupan  pelayanan  kesehatan  dasar 

masyarakat miskin
% 85

IX.2 Indek kepuasan layanan rumah sakit % 76

IX.3 % 86

IX.4

Cakupan  ketersedian  obat  ,  vaksin 

untuk  pelayanan  kesehatan  dasar  di 

puskesmas

% 100

X Meningkatnyanya kesadaran masyarakat X.1 Rumah tangga yang ber-PHBS % 70

untuk berprilaku hidup bersih dan sehat X.2 Desa/kelurahan siaga aktif % 85

X.3 Cakupan rumah sehat % 90

XI Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
XI.1

Meningkatnya  Indeks  Pembangunan 

Manusia 
Indeks 66

XI.2
Cakupan  pasangan  usia  subur  yang 

istrinya dibawah usia 20 tahun
% 3.5

XI.3
Cakupan sasaran pasangan usia subur 

menjadi peserta KB aktif
% 66

XI.4 % 15

XI.5
Cakupan  anggota  bina  keluarga  balita 

(BKB) ber-KB
% 80

XI.6 % 100

XI.7

Ratio  petugas  lapangan  keluarga 

berencana  /penyuluh  keluarga 

berencana (PLKB/PKB)

rasio 1/2

XI.8
Ratio  pembantu  pembina  keluarga 

berencana (PPKBD)
rasio 1:1

XI.9

Jumlah  panti  sosial  skala 

kabupaten/kota  yang  menyediakan 

sarana  prasarana  pelayanan 

kesejahteraan sosial

jumlah 1

XI.10

Jumlah  panti  sosial  skala 

kabupaten/kota  yang  menyediakan 

wahana  kesejahteraan  sosial  berbasis 

masyarakat  (WKBSM)  yang 

menyediakan  sarana  prasarana 

pelayanan kesejahteraan sosial

jumlah 1

XI.11 % 69

XI.12

Persentase  (%)  korban  bencana  skala 

kabupaten/kota  yang  dievakuasi 

dengan  menggunakan  sarana 

prasarana tanggap darurat lengkap

% 73

XI.13

Persentase (%) penyandang cacat fisik 

dan  mental  serta  lanjut  usia  tidak 

potensial  yang telah menerima  jaminan 

sosial

% 67

XII Meningkatnya partisipasi angkatan kerja XII.1 Menurunnya angka pengangguran 3.02 2.75

XII.2

Besaran  tenaga  kerja  yang 

mendapatkan  pelatihan  berbasis 

kompetensi

0 10

XII.3

Besaran  tenaga  kerja  yang 

mendapatkan  pelatihan  berbasis 

masyarakat

% 20

XII.4

Besaran  tenaga  kerja  yang 

mendapatkan  pelatihan  pelatihan 

kewirausahaan

% 25

XII.5
Besaran  pencari  kerja  yang  terdaftar 

yang ditempatkan (%)
% 86

XII.6
Besaran  kasus  yang  diselesaikan 

dengan perjanjian bersama (PB)
% 100

XIII Meningkatnya pemberdayaan ekonomi 

berbasis sumber daya lokal

XIII.1 Meningkatnya prosentase UMK % 78

XIII.2 Prosentase koperasi aktif (%) % 65

XIII.3 % 3

XIII.4
Cakupan bina kelompok 

pedagang/usaha formal (%)
% 1.1

Meningkatnya derajat kesehatan 

Cakupan  sarana  dan  prasarana  rumah 

sakit

Cakupan  pasngan  usia  subur  yang  ingin 

ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need)

Persentase  (%)  korban  bencana  skala 

kabupaten/kota  yang  menerima  bantuan 

sosial selama masa tanggap darurat

Perkembangan pertumbuhan koperasi

Cakupan  PUS  peserta  KB  anggota  usaha 

peningkatan  pendapatan  keluarga  sejahtera 

(UPPKS) yang ber-KB
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XIII.5
Kontribusi sektor perdagangan terhadap

PDRB (%)
% 22,5

XIII.6 Cakupan bina kelompok pengrajin % 5

XIII.7 Gelar teknologi tepat guna % 100

XIII.8 Cakupan pelatihan bumdes Jumlah 170

XIV XIV.1 Blue print peluang investasi jumlah 1

XIV.2 Lama proses perijinan Waktu 7

XV X.1 Menurunnya angka kemiskinan % 12,5

X.2
Persentase PMKS yang memperoleh

bantuan sosial
% 100

X.3

Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota

yang menerima program pemberdayaan

sosial melalui Kelompok Usaha Bersama

(KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi

sejenis lainnya

% 65

X.4 Indeks Gini Indeks 0,312

X.5
Meningkatnya pendapatan perkapita

penduduk (juta)
Juta 13,5

XVI Meningkatnya pertumbuhan ekonomi XVI.1 Pertumbuhan ekonomi dengan migas % 5,5

XVI.2 Pertumbuhan ekonomi tanpa migas % 5,5

XVI.3 Produksi tanaman pangan

Jumlah produktivitas padi ton/ha 4,100

Kontribusi pertanian terhadap PDRB % 75,5

XVI.4 Jumlah produktivitas palawija

Jagung ton/ha 4,400

Kedelai ton/ha 1,600

Ubi Kayu ton/ha 29,800

Kacang Tanah ton/ha 1,280

XVI.5 Kontribusi holtikultura terhadap PDRB % 14,5

XVI.6
Jumlah produktivitas sayuran dataran rendah

dan biofarma
Cabe ton/ha 2,430

Kacang Panjang ton/ha 5,150

Kunyit ton/ha 20,050

XVI.7
Jumlah produktivitas holtikultura buah-buahan

unggul

Nanas ton/ha 71,000

Pepaya ton/ha 20,150

XVI.8 Kontribusi perkebunan terhadap PDRB ton/ha 29,25

XVI.9 Produktivitas komoditas perkebunan

Karet ton/ha 1,017

Kelapa Sawit ton/ha 168,5

Tebu ton/ha 33,5

XVI.10 Produktivitas komoditas peternakan

Jumlah produksi daging (ton) ton 2,505.42

Jumlah produksi telur (ton) ton 3,445.80

XVI.11 Kontribusi peternakan terhadap PDRB % 13

XVI.12 Produktivitas komoditas Perikanan

Jumlah produksi perikanan budidaya ton 8587.83

Jumlah produksi perikanan tangkap ton 9035,78

XVI.13 Kontribusi perikanan terhadap PDRB % 23,75

XVI.14 Persentase ketersediaan pangan utama

- Beras % 75

- Daging % 50

- Telur % 75

- Ikan % 70

Bertambahnya minat masyarakat dan 

investor/pelaku usaha untuk berinvestasi dan 

mendirikan usaha

Meningkatnya pemerataan pendapatan 

masyarakat
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XVII Meningkatkan pemerataan pembangunan XVII.1 Kondisi jalan mantap (%) % 60

Berwaasan Lingkungan XVII.2 Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 25

XVIII Meningkatnya layanan infrastruktur dasar 

perumahan dan permukiman yang 
XVIII.1

Akses masyarakat terhadap air bersih 

yang layak (%)
% 65

berkelanjutan XVIII.2 Prosentase layanan sampah ke TPA (%) % 50

XVIII.3
Akses masyarakat terhadap sanitasi

yang layak
% 60

XVIII.4
Jumlah kantor pemkab terpadu yang 

sudah terbangun
% 24

XVIII.5

Drainase dalam kondisi 

baik/pembuangan aliran air tidak 

tersumbat

% 30

XVIII.6 Penanganan Kawasan Kumuh % 10

XIX Terciptanya kota sehat, kompak dan XIX.1 Ketaatan terhadap RTRW % 70

cerdas
XIX.2

Tersedianya informasi mengenai RTRW 

Kabupaten beserta rencana rincinya 

melalui peta analog dan digital

% 7

XIX.3 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan % 55

XIX.4
Tersedianya halte untuk tempat tempat

yang dilayani angkutan umum
buah 8

XIX.5 Tersedianya trotoar jalan (%) % 5

XIX.6 Tersedianya lampu jalan % 250

XIX.7 Tersedianya taman kota % 1

XIX.8
Tersedianya akses internet ditempat 

umum (titik hotspot)
% 5

XIX.9
Tersedianya akses sarana dan prasarana 

gedung perkantoran bagi kaum dipabel % 3

XX Meningkatnya usaha pelestarian XXI.1 Cakupan Pengawasan terhadap AMDAL 100

lingkungan hidup XXI.2 Luas lahan terbakar 0

XXI.3 Luas RTH perkotaan (%) % 5

XXI.4
Persentase penurunan beban 

pencemaran
% 5

XXI.5
Cakupan pengawasan terhadap 

pelaksanaan AMDAL
% 100

XXI.6 Persentase sampah yg dibuang ke TPA % 50

XXI.7
Persentase pengurangan kebakaran 

hutan dan lahan
% 90

XXI.8 Jumlah sekolah Adiwiyata Sekolah 1

XXI.9
Ketersediaan data dan informasi lingkungan 

yang dapat diakses masyarakat
Dokumen 1

XXI.10 Persentase capaian penilaian Adipura % 60

XXI.11 Persentase pengelolaan RTH % 75

XXI XXII.1 Partisipasi dalam pilkada % 70

XXII.2 Kegiatan pembinaan politik daerah jumlah 5

XXII.3
Kegiatan pembinaan terhadap LSM,

Ormas dan OKP
jumlah 2

XXII.4 Jumlah kegiatan kepemudaan jumlah 9

XXII.5 Penyelenggaraan paskibraka % 100

XXII.6
Tersedianya lapangan olahraga tiap

desa/kelurahan
jumlah 150

XXII XXIII.1 Penurunan angka kriminalitas Angka kriminalitas 9,6

XXIII.2
Cakupan pembinaan eks penyandang penyakit

sosial (eks napi, PSK, Narkoba dan penyakit

sosial lainnya)

% 65

XXIII Terciptanya toleransi umat beragama dan 

kerukunan masyarakat serta 
XXIV.1

Jumlah Konflik yang bernuansa SARA

Penyelenggaraan hari besar
Jumlah 0

meningkatnya pemahaman dan pengamalan 

nilai-nilai agama
XXIV.2

Pembinaan guru TK/TPA

Penyelenggaraan ibadah haji
% 100

XXIV Terpeliharanya nilai-nilai budaya dan kearifan

lokal
XXV.1

Jumlah penyelenggaraan festival seni

dan budaya
Jumlah 5

XXV.2
Jumlah sarana penyelenggaraan seni

dan budaya
Jumlah 2

XXV.3
Persentase benda, situs dan kawasan

cagar budaya yang dilestarikan
% 28

XXV.4
Penyusunan buku sejarah dan budaya

Kabupaten Ogan Ilir
% 100

XXV.5
Penerapan pendidikan karakter dan nilai

budaya lokal pada sekolah
% 20

XXV Terwujudnya kepastian hukum dan 

penegakan HAM serta peningkatan 
XXVI.1

Aksesibilitas masyarakat terhadap

produk hukum daerah
% 50

kesadaran hukum masyarakat
XXVI.2

Jumlah polisi pamong praja yang

mengikuti diklat PPNS
Jumlah 2

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 

berpolitik dan berdemokrasi

Terciptanya ketentraman, ketertiban, 

keamanan dan kenyamanan masyarakat
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XVII XVII.1 Kondisi jalan mantap (%) % 60

XVII.2 Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 25

XVIII Meningkatnya layanan infrastruktur dasar 

perumahan dan permukiman yang 
XVIII.1

Akses masyarakat terhadap air bersih 

yang layak (%)
% 65

berkelanjutan XVIII.2 % 50

XVIII.3
Akses  masyarakat  terhadap  sanitasi 

yang layak
% 60

XVIII.4
Jumlah kantor pemkab terpadu yang 

sudah terbangun
% 24

XVIII.5

Drainase dalam kondisi 

baik/pembuangan aliran air tidak 

tersumbat

% 30

XVIII.6 Penanganan Kawasan Kumuh % 10

XIX Terciptanya kota sehat, kompak dan XIX.1 Ketaatan terhadap RTRW % 70

cerdas
XIX.2 % 7

XIX.3 % 55

XIX.4 buah 8

XIX.5 Tersedianya trotoar jalan (%) % 5

XIX.6 Tersedianya lampu jalan % 250

XIX.7 Tersedianya taman kota % 1

XIX.8
Tersedianya akses internet ditempat 

umum (titik hotspot)
% 5

XIX.9 % 3

XX Meningkatnya usaha pelestarian XXI.1 100

lingkungan hidup XXI.2 Luas lahan terbakar 0

XXI.3 Luas RTH perkotaan (%) % 5

XXI.4
Persentase penurunan beban 

pencemaran
% 5

XXI.5
Cakupan pengawasan terhadap 

pelaksanaan AMDAL
% 100

XXI.6 % 50

XXI.7
Persentase pengurangan kebakaran 

hutan dan lahan
% 90

XXI.8 Jumlah sekolah Adiwiyata Sekolah 1

XXI.9 Dokumen 1

XXI.10 Persentase capaian penilaian Adipura % 60

XXI.11 Persentase pengelolaan RTH % 75

XXI Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 

berpolitik dan berdemokrasi

XXII.1 Partisipasi dalam pilkada % 70

XXII.2 Kegiatan pembinaan politik daerah jumlah 5

XXII.3
Kegiatan  pembinaan  terhadap  LSM, 

Ormas dan OKP
jumlah 2

XXII.4 Jumlah kegiatan kepemudaan jumlah 9

XXII.5 Penyelenggaraan paskibraka % 100

XXII.6
Tersedianya  lapangan  olahraga  tiap 

desa/kelurahan
jumlah 150

XXII Terciptanya ketentraman, ketertiban, 

keamanan dan kenyamanan masyarakat

XXIII.1 Penurunan angka kriminalitas 9.6

XXIII.2 % 65

XXIII Terciptanya toleransi umat beragama dan 

kerukunan masyarakat serta 
XXIV.1

Jumlah  Konflik  yang  bernuansa  SARA 

Penyelenggaraan hari besar
Jumlah 0

meningkatnya pemahaman dan pengamalan 

nilai-nilai agama
XXIV.2

Pembinaan  guru  TK/TPA 

Penyelenggaraan ibadah haji
% 100

XXIV Terpeliharanya  nilai-nilai  budaya  dan 

kearifan lokal
XXV.1

Jumlah  penyelenggaraan  festival  seni 

dan budaya
Jumlah 5

XXV.2
Jumlah  sarana  penyelenggaraan  seni 

dan budaya
Jumlah 2

XXV.3
Persentase  benda,  situs  dan  kawasan 

cagar budaya yang dilestarikan
% 28

XXV.4
Penyusunan  buku  sejarah  dan  budaya 

Kabupaten Ogan Ilir
% 100

XXV.5
Penerapan  pendidikan  karakter  dan 

nilai budaya lokal pada sekolah
% 20

XXV
XXVI.1

Aksesibilitas  masyarakat  terhadap 

produk hukum daerah
% 50

XXVI.2
Jumlah  polisi  pamong  praja  yang 

mengikuti diklat PPNS
Jumlah 2

Meningkatkan pemerataan pembangunan

Berwaasan Lingkungan

Terwujudnya kepastian hukum dan 

penegakan HAM serta peningkatan 

kesadaran hukum masyarakat

Prosentase layanan sampah ke TPA (%)

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan

Cakupan Pengawasan terhadap AMDAL

Ketersediaan data dan informasi lingkungan 

yang dapat diakses masyarakat

Cakupan  pembinaan  eks  penyandang 

penyakit sosial (eks napi, PSK, Narkoba dan 

penyakit sosial lainnya)

Tersedianya informasi mengenai RTRW 

Kabupaten beserta rencana rincinya 

melalui peta analog dan digital

Tersedianya  halte  untuk  tempat  tempat 

yang dilayani angkutan umum

Tersedianya akses sarana dan prasarana 

gedung perkantoran bagi kaum dipabel

Persentase sampah yg dibuang ke TPA

Angka kriminalitas

Indralaya,          Maret 2016
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Jumlah APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017: Rp.1.614.152.966.274,92  
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A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 

 

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 

pada tahun 2017 telah dilakukan secara berkala (triwulan ) dan tahunan serta 

masih mendasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang 

termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang petunjuk teknis perjanjian 

kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu 

dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan 

target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017. Adapun tujuan dilakukannya 

pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 

sebagai kota yang ñlebih maju, mandiri dan berkualitas menuju sejahtera 

berlandaskan iman, taqwa, moral dan Etika. Guna mempermudah interpretasi 

atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 

tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir 

Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan 

Rencana Pembangunan sebagai berikut :   

 

 

 

No.  Interval Nilai Realisasi 
Kinerja  

Kriteria Penilaian Realisasi 
Kinerja  

1. 91Ó Sangat Tinggi 

2. 76Ò90 Tinggi 

3. 66Ò75 Sedang 

4. 51Ò65 Rendah 

5 Ò50 Sangat Rendah 
Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 

 

 

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 

2017 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  6  : Skala Nilai Peringkat Kinerja 
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 Tabel 7 . Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 201 7 

 
No Sasaran Strategis  No.  Indikator Kinerja  Satuan  Target  Realisasi  % 

capaia

n 

1. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya 
Aparatur 

I.1 Pejabat yang telah memnuhi pesryaratan 
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 

% 55 24.2 44 

I.2 
 

I.3 

Prosentase SDM Aparatur yang mengikuti diklat 
sesuai kebutuhan 

Prosentase aparatur desa yang mendapat 
pelatihan 

% 
 

% 

55 
 

30 

55 
 
0 

100 
 
0 

I.4 
 
I.5 

Persentase desa yang mampu menyusun 
APBdes 
Persentase LPM aktif 

% 
 

% 

 

      80 
 
 65 

50 
 
100 

62.5 
 
153 

II . Terwujudnya tata pemerintahan yang baik 
dan bersih 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

II.1  Opini BPK Opini 
BPK 

WTP WTP 100 

II.2  Nilai LKIP CC CC CC 100 

II.3  
II.4  
 

 
II.5  
 

 
II. 6 
 

II.7 

Rata-rata pertumbuhan PAD (%) 
Tersedianya dokumen perencanaan memuat 
tujuan, target dan sasaran yang jelas dan 

terukur.  
Terlaksananya pengendalian administrasi dan 
pengendalian operasional kegiatan seluruh SKPD 

di Pemkab Ogan Ilir 
Keseuaian antara RPJMD dengan RKPD 
 

Hasil penelitian yang ditindak lanjuti  
  

 

% 
% 
 

 
% 
 

 
% 

 

    % 

34 
100 

 

 
83 
 

 
82 

 

       45 

19,25 
100 
 

 
 

100 
 

 
80 

 
0 

56.61 
100 
 

 
 

100 
 

 
97,56 

 
0 

III  Terwujudnya pelayanan publik yang prima III.1  Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak 

lanjuti  

% 100 80 80 

III.2  Jumlah kerjasama yang dilakukan Buah 24 23 95.83 

III.3  Jumlaah website milik pemda yang aktif Buah 15 8 32 

III.4  Tersedianya data spasial % 20   

III.5  

 

Prosentase SKPD yang menerapkan arsip secara 

baku 

% 

 

45,75 

 

46.81 

 

102.32 

 



61 
 

III.6  

III.7  

Prosentase kepemilikan KTP 

Prosentase bayi berakte kelahiran 

% 

% 

80 

79 

99,39 

85,71 

124,24 

108,50 

IV Terwujudnya layanan pendidikan untuk 

semua 

IV.1 Angka partisipasi kasar PAUD % 60 54.57 90.09 

IV.2 Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A % 100 105.06 105.06 

  IV.3 Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B % 100 96.56 96.56 

IV.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 98 87.64 89.42 

IV.5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 80,25 76.88 95.80 

V Meningkatnya peran serta masyarakat dalam 
pengelolaan pendidikan 

V.1 Angka melek huruf (Buta aksara) % 99,25 99.99 99.25 

  V.2 Jumlah pengunjung perpustakaan Orang 
 

2500 1315 52.60 

VI Meningkatnya Kualiatas dan kuantitas SDM di 
Lingkungan pendidikan 

VI.1 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan 
berkualifikasi akademik minimal S1/D4 

% 85 86.42 101 

VI.2 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan 

bersertifikat profesi  

% 75 66.53 88.7 

VI.3 Rasio guru terhadap murid Guru/1000 
murid 

pendidikan 
dasar 

814 737.81 90.64 

VII  Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM 

pelayanan kesehatan 

VII .1 Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin % 85 2,1 2,47 

  VII.2  Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat 

miskin rawat inap 

% 85 81 95,29 

  VII.3  Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang 
harus diberikan sarana kesehatan di Kabupaten 

% 100 100 100 

VII.4  Rasio dokter/penduduk Ratio 1:3:542 1:4.715 50,24 

VII.5  Rasio tenaga medis/penduduk Ratio 1:3:542 1:4.334 63,45 

VIII  Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat VIII.1  Indeks pembangunan manusia Indeks 73 72.89 97.11 

VIII.2  Usia Harapan hidup AHH 64,64 64,65 100,02 

VIII.3  Angka kematian Ibu  6/10.000 5 20,00 

VIII.4  Jumlah kematian bayi  25 31 61,29 

VIII.5  Prevalansi balita gizi kurang  û17 0.24 1.41 

IX Terjaminnya mutu layanan kesehatan IX.1 Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin  % 85 2,1 2.47 

IX.2 Indeks kepuasan layanan rumah sakit % 76 27,63 36,36 

IX.3 Cakupan sarana dan prasarana rumah sakit % 86 73,13 85,03 

IX.4 Cakupan ketersediaan obat, vaksin untuk 

pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 

% 100 100 100 
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X Meningkatnya Kesadaran masyarakat 

untuk berprilaku hidup bersih dan sehat 

X.1  Rumah tangga Yang ber PHBS 

 

% 

 

70 

 

63,3 90,43 

X.2 a. Desa/kelurahan siaga aktif 

 

% 

 

85 

 

37,7 44,35 

X.3 a. Cakupan rumah sehat % 
 

90 
 

62,68 69.64 

XI Meningkatnya Kualitas hidup masyarakat XI.1 Meningkatnya indeks pembangunan manusia Indeks 66 70.89 97.11 

X1.2 Cakupan pasangan usia subur yang istrinya 
dibawah usia 20 tahun 

% 3,5 3.5 2.2 

XI.3 Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi 
peserta KB aktif 

% 66 63.31 74.52 

XI.4 Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB 
Tidak terpenuhi (unmeet need)  

% 15 15 14.58 

XI.5 Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB % 80 75 62.45 

  XI.6 Cakupan PUS Peserta KB anggota usaha 

peningkatan pendapatan keluarga sejahtera 
(UPPKS) Yang ber KB 

% 100 75 67.9 

XI.7 Ratio petugas lapangan berencana/penyuluh 
keluarga berencana (PLKB/PKB) 

Rasio  1/2 1:34 1:34 

XI.8 Rasio pembantu pembina keluarga berencana 
(PPKBD) 

% 1:1 1:1 1:1 

XI.9 Jumlah panti sosial skala kabupaten/kota yang 
menyediakan sarana prasarana pelayanan 

kesejahteraan sosial 

Jumlah 1 1 100 

XI.10 Jumlah pasti sosial skala kabupaten/kota yang 
menyediakan wahana kesejahteraan sosial berbasis 
masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana 

prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 

Jumlah 1 0 0 

XI.11 Persentase (%) korban bencana skala 
kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial 
selama masa tanggap darurat 

% 58 50 86.20 

XI.12 Persentase (%)  korban bencana skala 
kabupaten/kota yang dievakuasi dengan 

menggunakan sarana prasarana tanggap darurat 
lengkap. 

% 73 0 0 

XI.13 Persentase (%)  penyandang cacat fisik dan mental 
serta lanjut usia tidak potensial yang telah  

 

% 67 37 55.22 
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menerima jaminan social 

XII  Meningkatkan partisipasi angkatan kerja XII.1  Menurunnya angka pengangguran  3.02 2.75 2,75 91,66 

XII.2  Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihah 
berbasis kompetensi 

0 10 30 100 

XII.3  Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 
berbasis masyarakat 

% 20 160 100 

XII.4  Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 
kewirausahaan 

% 25 10 40 

XII.5  Besaran pencari kerja yang terdaftar yang 
ditempatkan (%)  

% 86 1574 95,68 

XII.6  Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian 

bersama (PB) 

% 100 6 100 

XIII  Meningkatkan pemberdayaan ekonomi 
berbasis sumber daya lokal 

XIII.1  Meningkatkan prosentase UMK % 78 88 0.43 

XIII.2  Prosentase koperasi aktif (%) % 65 99 45.6 

XIII.3  Perkembangan pertumbuhan koperasi % 3 217 1.38 

XIII.4  Cakupan bina kelompok pedagang/usaha formal 
(%)  

% 1.1 0 0 

XIII.5  Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) % 22.5 14,71 65,37 

XIII.6  Cakupan bina kelompok pengrajin % 5 60 0,58 

XIII.7  Gelar teknologi tepat guna % 100 100 100 

XIII.8  Cakupan pelatihan bumdes Jumlah 170 100 58.82 

XIV Bertambahnya minat masyarakat dan 
investor/pelaku usaha untuk berinvestasi 
dan mendirikan usaha 

XIV.1 Blue Print peluang investasi Jumlah 1 0 0 

XIV.2 Lama Proses perijinan Waktu 7   

XV Meningkatnya pemerataan pendapatan 

masyarakat  

X.1 Menurunnya angka kemiskinan % 12.5 0 0 

X.2 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 100 34.36 34,36 

X.3 Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota yang 
menerima program pemberdayaan sosial melalui 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok 
Sosial Ekonomi sejenis lainnya. 

% 85 25 29,41 

X.4 Indeks Gini Indeks 0.312 0,365 116,9 

X.5 Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk 
(juta)  

Juta 13.5   

XVI Meningkatnya pertumbuhan ekonomi XVI.1 Pertumbuhan ekonomi dengan migas % 5.5 5,12  

XVI.2 Pertumbuhan ekonomi tanpa migas % 5.5 5,65  

XVI.3 Produksi tanaman pangan     

 Jumlah produktivitas padi Ton/ha 4.100 4,402  

 Kontribusi pertania terhadap PDRB % 75.5 100  

  XVI.4 Jumlah produktivitas palawija     
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 Jagung  Ton/ha 4.400 2.179 49.52 

 Kedelai Ton/ha 1.600 0 0 

 Ubi Kayu Ton/ha 29.800 27.833 93.39 

 Kacang tanah Ton/ha 1.280 9.700 75.7 

XVI.5 Kontribusi holtikultura terhadap PDRB % 14.5   

XVI.6 Jumlah produktivitas sayuran dataran rendah dan 
biofama 

    

 Cabe Ton/ha 2.430 2.570 105 

 Kacang Panjang Ton/ha 5.150 5.887 114 

 Kunyit Ton/ha 20.050 1.200 5.98 

XVI.7 Jumlah produktivitas holtikultura buah -buahan 

unggul 

    

 Nanas Ton/ha 71.000 570.886 804 

 Pepaya Ton/ha 20.150 32.514 161 

XVI.8 Kontribusi perkebunan terhadap PDRB Ton/ha 29.25   

XVI.9 Produktivitas komoditas perkebunan     

 Karet Ton/ha 1.017 14.500 1.425 

 Kelapa Sawit Ton/ha 168.5 153.235 90.9 

 Tebu Ton/ha 33.5 1.755 5.23 

XVI.10 Produktivitas komoditas peternakan      

 Jumlah produksi daging (ton) Ton 2,505.42 2.359.60 69.78 

 Jumlah produksi telur (ton)  Ton 3,445.80 3.2699.29 91.15 

XVI.11 Kontribusi peternakan terhadap PDRB % 13   

XVI.12 Produktivitas komoditas perikanan     

 Jumlah Produksi perikanan budidaya Ton 8587.83 7.593.04 92.61 

 Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 9035.78 8.341.11 92.80 

XVI.13 Kontribusi perikanan terhadap PDRB % 23.75   

XVI.14 Persentase ketersediaan pangan utama     

 - Beras % 75 92 122 

 - Daging % 50   

 - Telur % 75   

 - Ikan % 70   

XVII Meningkatkan pemerataan pembangunan 
Berwawasan Lingkungan 

XVII.1 Kondisi jalan mantap (%)  % 60 49.83 83.05 

XVII.2 Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 25   

XVIII  Meningkatnya layanan infrastruktur dasar 

perumahan dan permukiman yang 
berkelanjutan 

XVIII.1  Akses masyarakat terhadap air bersih yang layak 

(%)  

% 65 26.96 41.47 

XVIII.2  Prosentase layanan sampah ke TPA (%) % 50 0 0 

XVIII.3  Akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak % 60 53.98 89.96 

XVIII.4  Jumlah kantor pemkab terpadu yang sudah % 24 24 100 
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terbangun 

XVIII.5  Drainase dalam kondisi Baik/pembuangan aliran air 
tidak tersumbat 

% 30 33.44 111,4 

XVIII.6  Penanganan Kawasan Kumuh % 10 8.35 83.5 

XIX Terciptanya kota sehat, kompak dan 

cerdas 

XIX.1 Ketaatan terhadap RTRW % 70 70 100 

XIX.2 Tersedianya informasi mengenai RTRW Kabupaten 
beserta rencana rincinya melalui peta analog dan 

digital 

% 7   

XIX.3 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan % 55 10 18 

XIX.4 Tersedianya halte untuk tempat-tempat yang 

dilayani angkutan umum 

Buah 8 0 0 

XIX.5 Tersedianya trotoar jalan (%)  % 5   

XIX.6 Tersedianya lampu jalan % 250 1173 469,2 

XIX.7 Tersedianya taman kota % 1 1 100 

XIX.8 Tersedianya akses internet ditempat umum (titik 

hotspot) 

% 5 0 0 

XIX.9 Tersedianya akses sarana dan prasarana gedung 

perkantoran bagi kaum dipabel 

% 3 0 0 

XX Meningkatnya usaha pelestarian 
lingkungan hidup 

XXI.1 Cakupan pengawasan terhadap AMDAL  100 100 100 

XXI.2 Luas lahan terbakar  0   

XXI.3 Luas RTH perkotaan (%) % 5   

XXI.4 Persentase penurunan beban pencemaran % 5 5 100 

XXI.5 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL % 100 100 100 

XXI.6 Persentase sampah yang dibuang ke TPA % 50 0 0 

XXI.7 Persentase pengurangan kebakaran hutan dan 
lahan 

% 90   

XXI.8 Jumlah sekolah Adiwiyata Sekolah 2 2 100 

XXI.9 Ketersediaan data dan informasi lingkungan yang 
dapat diakses masyarakat 

Dokumen 1 1 100 

XXI.10 Persentase capaian penilaian Adipura % 70 70 100 

XXI.11 Persentase pengelolaan RTH % 75 0 0 

XXI Meningkatnya partisipasi masyarakat 
dalam berpolitik dan berdemokrasi 

XXII.1 Partisipasi dalam pilkada % 70 0 0 

XXII.2 Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah 7 4 57,14 

XXII.3 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Jumlah 3 4 133,3 

XXII.4 Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah 9 9 100 

XXII.5 Penyelenggaraan paskibraka % 100 100 100 

XXII.6 Tersedianya lapangan olahraga tiap desa/kelurahan Jumlah 150 150 100 

XXII Terciptanya ketentraman, ketertiban, 
keamanan dan kenyamanan masyarakat 

XXIII.1 Penurunan angka kriminalitas Angka 
kriminalitas 

9.6 28 85 
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XXIII.2 Cakupan pembinaan eks penyandang penyakit 

sosial (eks napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial  
Lainnya) 

% 65   

XXIII  Terciptanya toleransi umat beragama dan 
kerukunan masyarakat serta 

meningkatnya pemahaman dan 
pengamalan nilai-nilai agama 

XXIV.1 Jumlah konflik yang bernuansa SARA 
penyelenggaraan hari besar 

Jumlah 0 0 0 

XXIV.2 Pembinaan guru TK/TPA penyelenggaraan ibadah 
haji 

% 100 0 0 

XXIV Terpeliharanya nilai-nilai budaya dan 

kearifan lokal 

XXV.1 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah 5 5 100 

XXV.2 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah 2 2 100 

XXV.3 Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya 
yang dilestarikan 

% 28 1.11 3.96 

XXV.4 Penyusunan buku sejarah dan budaya kabupaten 
ogan ilir 

% 100 0 0 

XXV.5 Penerapan pendidikan karakter dan nilai budaya 

lokal pada sekolah 

% 20 0 0 

XXV Terwujudnya kepastiaan hukum dan 
penegakan HAM serta peningkatan 
kesadaran hukum masyarakat 

XXVI.1 Aksesibilitas masyarakat terhadap produk hukum 
daerah 

% 50   

XXVI.2 Jumlah polisi pamong praja yang mengikuti diklat 
PPNS 

Jumlah 2 1 50 
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B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

 

I.  Sasaran strategis 1  s/d  3 yang merupakan salah satu upaya mencapai misi 

pertama sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

ñMeningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan 

pelayanan masyarakat yang transparan, bersih dan bertanggung 

jawab ôô 

 

1. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur 

 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. 
 
 

 

Pejabat yang telah 
memenuhi persyaratan 
pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

     23.9 

 

 
 
 

55 
 

 

 
 
 

24.2 
 
 
 

44 

2. 

 
 
 

 Persentase SDM Aparatur  

yang mengikuti diklat  
sesuai kebutuhan 

 

 
 
 

51  

 55 
 

 

 
55 

 

 

 
100 

 

3. 

 
 

  Persentase aparatur desa    

  yang mendapat pelatihan 

 

 
 

0 

 

 

30 
 

0 

 

0 

 

4 Persentase desa yang 
mampu menyusun APBDes 

 20 80 50 62.5 

5 Persenyase LPM Aktif  0 65 100 153 

 

Pada tahun 2017 capaian indikator kinerja sasaran sudah mengalami sedikit 

peningkatan. 

 

2. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih  

 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. 

 
2 
 

3. 
 
4. 

 
 
 

5 
 

Opini BPK 

 
Nilai LKIP 
 

Rata-rata pertumbuhan 
PAD (%) 
Tersedianya dokumen 

perencanaan memuat 
tujuan, target dan 
sasaran  

Terlaksananya 
pengendalian 

WTP 

 
CC 

 

19,25 
 

100 

 
 

 
 

100 
 

WTP 

 
CC 

 

 
 
 

 
 
 

100 
 

WTP 

 
CC 

 

34 
 

100 

 
 
 

83 
 

WTP 

 
CC 

 

19,25 
 

100 

 
 
 

100 
 

100 

 
100 

 

56,61 
 

100 

 
 
 

100 
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6 

 
7 

administrasi dan 
pengendalian operasional 

kegiatan seluruh SKPD di 
Pemkab Ogan Ilir. 
Kesesuaian antara 

RPJMD Dengan RKPD 
   Hasil penelitian yang       
   ditindaklanjuti  

 
 

 
 

 
 

 
80 

 
0 

  
 

 
 

82 

 
0 
 

 
 

 
 

80 

 
45 

 
 

 
 

97,56 

 
0 

 

3. Terwujudnya pelayanan publik yang prima 

 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1.  Jumlah pengaduan 
masyarakat yang 

ditindaklanjuti  

80 0 100 80 80 

2 Jumlah kerjasama yang 
dilakukan 

23 0 24 23 95.83 

3 Jumlah website milik 
pemda yang aktif 

8 0 15 8 32 

4 Tersedianya data spasial      

5 Prosentase SKPD yang 
menerapkan arsip secara 

baku 

46.81 45.80 60 46.81 78.02 

6 Prosentase kepemilikan 

KTP 

99,39 94.74 80 99.39 124.24 

7 Prosentase bayi berakte 
kelahiran  

85,71 84.45 79 85.71 108.50 

 

Target indikator sasaran dapat digolongkan baik .  

II.    Sasaran strategis 1  s/d  8 yang merupakan salah satu upaya mencapai misi 

Kedua  sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu 

ñMeningkatkan ku antitas dan kualitas pendidikan, kesehatan yang 

merata guna mewujudkan SDM yang unggul dan bermartabatò. 

1. Terwujudnya layanan pendidikan untuk semua 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. 
 

 
 

Angka partisipasi Kasar 
PAUD 

 

54.57 54,78 
 

60 
 

54.57 90.09 

2. 
 

 

Angka Partisipasi Kasar 
(APK) SD/MI/Paket A 

 

105.06  100 
 

105.06 105.06 

3. 
 

Angka Partisipasi Kasar 
(APK SMP/MTs/Paket B 
 

96.56 
 
 

 100 96.56 96.56 

4. 
 

Angka partisipasi Murni 
(APM) SD/MI/Paket A 

87.64 86.53 98 87,64 89,42 
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5. 

 
Angka partisipasi Murni 

(APM) SMP/MTs/Paket B 

 
76.88 

 
77.14 

 
80.25 

 

 
76.88 

 
95,80 

. 

 

2. Meningktanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan 

 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. 

 
 

Angka melek huruf (Buta 

Aksara) 
 

99.99   

99.25 

 

99.99 

 

99.25 

2. 
 

Jumlah pengunjung 
perpustakaan 

3000 30000 3500 30000 85.71 

 

Hasil capaian pada sasaran ini diharapkan dapat menunjang perekonomian daerah. 

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM di lingkungan pendidikan 

 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2016 

2016 2017 Target Realisasi  % Capaian 

1 Persentase pendidik dan 
tenaga kependidikan 

berkualifikasi akademik 
S1/D4 

76,89 86.42 85 86.42 101 

2. Persentase pendidik dan 
tenaga kependidikan 

bersertifikat profesi  

73.24 66.53 75 66.53 88.7 

3 Rasio guru terhadap murid  737.81 814 737.81 90.64 

 

 

 

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pelayanan kesehatan  

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. Cakupanpelayanan 
masyarakat miskin. 

2.1 100 85 2.1 2.47 

2 Cakupan pelayanan 
kesehatan dasar 

masyarakat miskin rawat 
inap 

81 87.6 85 81 95,29 

3 Cakupan pelayanan gawat 
darurat level 1 yang harus 

diberikan sarana kesehatan 
di kabupaten 

100 100 100 100 100 

4 Rasio dokter/penduduk 1:4.715 1:6.404 1:3542 1:4715 50.24 

5 Rasiotenaga 
medis/penduduk 

1:4334 1:5877 1:3542 1:4334 63.45 
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5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. Indeks Pembangunan 
manusis 

72,89  73 72.89 97.11 

2 Usia harapan hidup 64.65 64.58 64,64 64,65 100,02 

3 Angka kematian ibu 5 8 3 5 20,00 

4 Jumlah kematian bayi 31 62 25 31 61,29 

5 Prevalansi balita gizi 
kurang 

0.24 0,38 <17  0,24 1,41 

 

 

6. Terjaminnya mutu layanan kesehatan 

 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. Cakupan pelayanan 

kesehatan dasar 
masyarakat miskin 

2.1 100 85 2.1 2,47 

2. Indeks kepuasan layanan 
rumah sakit 

27,63 0 76 27,3 36,36 

3. Cakupan sarana dan 
prasarana rumah sakit 

73,13 68,37 86 73,13 85,03 

4 Cakupan ketersediaan obat 

vaksin untuk pelayanan 
kesehatan dasar di 
puskesmas 

100 100 100 100 100 

 

7. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berprilaku untuk hidup bersih dan 

sehat 

 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. Rumah tangga yang ber 
PHBS 

63.3 62.05 70 63.3 90.43 

2 Cakupan Rumah sehat 62.68 61.85 86 62.68 69.64 

3 Desa/kelurahan siaga aktif 85 11.5 85 37.7 44.35 

 

8. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat 

 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. Meningkatnya indek 

pembangunan manusia 
(IPM) 

70.89   66 70.89 97.11 

2. Cakupan pasangan Usia 
Subur yang istrinya 

dibawah usia 20 tahun  

3.5 3.5 3,5 3.5 2.2 

3 Cakupan sasaran pasangan 
usia subur menjadi peserta 
KB aktif   

63.31 60 60 63.31 74.52 

4 Cakupan Pasangan Usia 
Subur yang ingin ber-KB 

tidak Terpenuhi (Unmet 

15 15 15 15 14.58 
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Need) 

5 Cakupan Anggota Bina 
Keluarga Balita (BKH) ber-

KB 

75 75 80 75 62.45 

6 Cakupan PUS Peserta KB 

Anggota Usaha 
Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Sejahterah 

(UPPKS) yang ber-KB 

75 70 100 75 67.9 

7 Ratio Petugas Lapangan 
Keluarga Berencana/ 
Penyuluh Keluarga 

Berencana (PJ KB/PKB) 

1:34 1:34 1:2 1:34 1:34 

8 Ratio Pembantu Pembina 
Keluarga Berencana 
(PPKBD) 

1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 

9 Jumlah panti sosial skala 
kabupaten/ kota yang 

menyediakan sarana 
prasarana pelayanan 

kesejahteraan sosial 

1 1 1 1 100 

10 Jumlah panti sosial skala 

kabupaten/ kota yang 
menyediakan sarana 
prasarana pelayanan 

kesejahteraan sosial 
berbasis masyarakat 
(WKBSM) yang 

menyediakan sarana 
prasarana pelayanan 

kesejahteraan sosial 

0 0 56 0 0 

11 Presentase (%) korban 

bencana skala kabupaten 
yang menerima bantuan 
sosial selama masa 

tanggap darurat 

0 0 73 0 0 

12 Presentase (%) korban 
bencana skala kabupaten 
dievakuasi dengan 

menggunakan sarana dan 
prasarana tanggap darurat 
lengkap 

0 0 73 0 0 

13 Presentase (%) 

penyandang cacat fisik dan 
mental serta lanjut usia 
tidak potensial yang telah 

menerima jaminan sosial 

37 29 67 37 33 

 

III.  Sasaran strategis 1  s/d  5 yang merupakan salah satu upaya mencapai misi 

Ketiga  sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2010-2016 yaitu 

ñMeningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan 

masyarakat dan peningkatan investasi guna mengurangi 

pengangguran dan kemiskinan serta pemen uhan kebutuhan 

masyarakatò 
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1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2016 2017 Target Realisasi  % Capaian 

1. Menurunnyaangka 
pengangguran 

 
3 

 
 

 
2,75 

 
 

 
2.75 

 

 
2.75 

 

 
91,66 

2. Besaran tenaga kerja yang 
mendapatkan pelatihan 

berbasis kompetensi 

220 
 

 

30 
 

 
 

10 
 

 

30 
 

 

100 
 

 

3 Besaran tenaga kerja yang 
mendapatkan pelatihan 

berbasis masyarakat 

17 160 20 160 100 

4 Besaran tenaag kerja yang 

medapatkan pelatihan 
kewirausahaan 

120 10 25 10 40 

5 Besaran pencari kerja yang 
terdaftar yang ditempat 

(%)  

1645 1574 86 1574 95.68 

6 Besaran kasus yang 

diselesaikan dengan 
bersama (PB) 

     

 

2. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. Meningkatnya persentase 
UMK 

88 87 78 88 0,43 

2. Presentase koperasi aktif 
(%)  

99 80.8 65 99 45.6 

3. Perkembangan 

pertumbuhan koperasi 

217 214 2.5 217 1,38 

4. Cakupan bina kelompok 

pedagang/Usaha formal 
(%)  

0 0 0.85 0 0 

5. Kontribusi sektor 
perdagangan terhadap 

PDRB (%) 

946337000 87703000 26 946337000 14.71 

6. Cakupan bina kelompok 
pengrajin 

60 110 5 60 0.58 

7. Gelar teknologi tepat guna 100 100 100 100 100 

8. Cakupan pelatihan Bumdes 100 0 170 100 58,82 

 

 

3. Bertambahnya minat masyarakat dan ivestor/pelaku usaha untuk 

berinvestasi dan mendirikan usaha. 

 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2016 2017 Target Realisasi  % Capaian 

1. Penyusunan Blue print 
peluang investasi 

0 0 45 0 0 

2. Lama proses perijinan 0 0 7 0 0 
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4. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. Menurunnya angka 
kemiskinan 

     

2. Persentase PMKS yang 

memperoleh bantuan sosial 

34,36 35.38 100 34.36 34.36 

3. Prosentase (%) PMKS skala 

kabupaten/kota yang 
menerima program 
pemberdayaan sosial 

melalui kelompok usaha 
Bersama (KUBE) atau 

Kelompok Sosial ekonomi 
lainnya 

25 0 85 25 29.41 

4 Indek Gini 0,365 0 0,312 0,365 116,9 

5 Meningkatnya pendapatan 
perkapita penduduk (Juta) 

     

 

 

5. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2016 2017 Target Realisasi  % Capaian 

1. Pertumbuhan ekonomi 
dengan migas 

100 125 80 100 125 

2.  Pertumbuhan ekonomi 
tanpa migas  

100 100 100 99,95 99,95 

3. Produksi tanaman pangan      

4 Jumlah produktifitas padi 4369 4402 4100 4402 107.3 

5 Kontribusi pertanian 
terhadap PDRB 

  75.5 0 0 

6 Jumlah produktifitas 
palawijaya 

 0 0   

7 Jagung 5.651 2.179 4.400 2.179 49.52 

8 Kedele 1.465 0 1.600 0 0 

9 Ubi Kayu 31.005 27.833 29.800 27.833 93.39 

10 Kacang tanah 1.475 9.700 1.280 9.700 75,7 

11 Kontribusi holtikultura 
terhadap PDRB 

  14.5 0 0 

12 Cabe  1.300 2.570 2.430 2.570 105 

13 Kacang panjang 2.400 5.887 5.150 5.887 114 

14 Kunyit 1.810 1.200 20.050 1.200 5.98 

15 Nanas 9000 570.886 71.000 570.886 804 

16 Pepaya 22.500 32.514 20.150 32.514 161 

17 Kontribusi perkebunan 

terhadap PDRB 

  29.25 0 0 

18 Karet  11.960 14.501 1.017 14.501 1.425 

19 Kelapa sawit 165.175 153.235 168.5 153.235 90.9 

20 Tebu 16.4 1.755 33,5 1.755 5,23 

21 Jumlah produksi daging 2.341.73 2.359.60 3.381.49 2.359.60 69,78 

22 Jumlah produksi telur 3.246.73 3.269,29 3.586,88 3.269,29 91.15 

23 Kontribusi peternakan 
tehadap PDRB 

0 0 23.75 0 0 

 Jumlah produksi perikanan 
budidaya (%)  

7.945,20 7.953.04 8.587,83 7.953.04 92,61 

24 Jumlah produksi perikanan 
tangkap 

8.341,11 8.385.50 9.035.73 8.385.50 92,80 
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25 Kontribusi perikanan 
terhadap PDRB 

0 0 23,75 0 0 

26 Persentase ketersediaan 

pangan utama 

     

 Beras 90 92 75 92 122 

 Daging      

 Telur      

 Ikan      

 

 

IV. Sasaran strategis 1  s/d  4 yang merupakan salah satu upaya mencapai misi 

Keempat  sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2010-2016 yaitu 

ñMeningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah perkotaan 

sampai pelosok pedesaan berbasis lingkungan hidup .ôô 

 

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan berwawasan lingkungan 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. Kondisi jalan matap (%)  49,83 49,83 60 49,83 83,05 

2. Jaringan irigasi dalam 

kondisi baik 
  25   

 

 

2. Meningkatnya layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman 

yang berkelanjutan 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. Akses masyarakat terhadap 
air bersih yang layak(%)  

26,96 26,96 65 26,96 41,47 

2. Prosentase layanan 
sampah ke TPA (%) 

  50   

3. Akses masyarakat terhadap 

sanitasi yang layak 

53,98 53,98 60 53,98 89,96 

4. Jumlah kantor terpadu 

yang sudah terbangun 

24 24 24 24 100 

5. Drainase dalam kondisi 
baik/pembuangan aliran air 
tidak tersumbat 

33,4 33,4 30 33,4 111,3 

6 Penanganan kawasan 

kumuh 

8,35 8,35 10 8,35 83,5 

 

3. Terciptanya Kota sehat,kompak dan cerdas 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. Ketaatan terhadap RTRW 70 65 70 70 100 

2. Tersedianya informasi 
mengenai RTRW beserta 

rencaana rincinya melalui 
peta analog dan digital 

  7   

3. Tersedianya fasilitas 
perlengkapan jalan 

10 10 55 10 18 

4. Tersedianya halte untuk 

tempat-tempat yang 

0 0 0 0 0 
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dilayani angkutan umum 

5 Tersedianya trotoar jalan 
(%)  

  5   

6 Tersedianya lampu jalan 1173 0 250 1173 469,2 

7 Tersedianya taman kota 9 0 1 9 900 

8 Tersediaanya akses 
internet ditempat umum 
(titik hotspot)  

  5   

9 Tersedianya akses sarana 

dan prasarana gedung 
perkantoran bagi kaum 
dipabel 

     

 

4. Meningkatnya usaha pelestarian lingkungan hidup 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. 
 

Cakupan pengawasan 
terhadap AMDAL 

 

100 
100 

100 100 100 

2. Luas lahan terbakar   
 

   

3. Luas RTH Perkotaan (% )  
 

   

4. Persentase penurunan 

beban pencemaran 

5 
5 

5 5 100 

5. Cakupan pengawasan 

terhadap pelaksanaan 
amdal 

100 100 100 100 100 

6 Persentase sampah yang 
dibuang ke TPA 

0 0 50 0 0 

7 Persentase pengurangan 

kebakaran hutan dan lahan 

     

8 Jumlah sekolah adiwiyata 2 1 2 2 100 

9 Ketersediaan data dan 

infomasi lingkungan yang 
dapat diakses masyarakat 

     

10 Persentase capaian 
penilaian adipura 

70 60 70 70 100 

11 Persentase pengelolaan 
RTH 

     

 

 

V. Sasaran strategis 1  s/d  5 yang merupakan salah satu upaya mencapai misi 

kelima   sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2010-2016 yaitu 

ñMeningkatkan kualitas kehidupan berpolitik dan demokrasi 

ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat , kehidupan 

sosialò 

 

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. Partisipasi dalam pilkada 0 0 70 0 0 

2. Kegiatan pembinaan politik 
daerah 

4 5 7 4 57,14 
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3. Kegiatan pembinaan 
terhadap LSM, Ormas, dan 

OKP 

2 5 3 4 133,3 

4 Jumlah kegiatan 
kepemudaan 

9 9 100 9 100 

5 Penyelenggaraan 
paskibraka 

100 100 100 100 100 

6 Tersedianya lapangan 
olahraga tiap 

desa/kelurahan 

150 100 150 150 100 

2. Terciptanya ketentraman, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan 

masyarakat 

 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. Penurunan angka 
kriminalitas 

40 0 80 70 0 

2 Cakupan pembinaan eks 
penyandang penyakit 
sosial(eks.napi,PSK, 

Narkoba dan penyakit 
sosial lainnya 

  65   

3. Terciptanya toleransi umat beragama dan kerukunan masyarakat serta 

meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. Jumlah konflik yang 
bernuansa SARA 

penyelenggaran hari besar 

0 0 0 0 0 

2 Pembinaan guru TK/TPA 

Penyelenggaraan ibadah 
haji 

0 0 100 0 0 

 

 

 

4. Terpeliharanya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. Jumlah peenyelenggaraan 

festival seni dan budaya 

5 5 5 5 100 

2 Jumlah sarana 

penyelenggaraan seni dan 
budaya 

2 2 2 2 100 

3 Persenyase benda, situs, 
dan kawasan cagar budaya 

yang dilestarikan 

48 48 28 48 171 

4 Penyusunan buku sejarah 
dan budaya kabupaten 
oagn ilir 

0 0 100 0 0 

5 Penerapan pendidikan 
karakter dan nilai budaya 

lokal pada sekolah 

0 0 20 0 0 
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5. Terwujudnya kepastian hukum dan peegakan HAM serta peningkatan 

kesadaran hukum masyarakat 

No. Indikator Kinerja  Realisasi Tahun 2017 

2017 2016 Target Realisasi  % Capaian 

1. Aksebilitas masyarakat 
terhadap produk hukum 
daerah 

  50   

2. Jumlah polisi pamong praja 
yang mengikuti diklat PPNS 

1 0 2 1 50 

 

 

C. REALISASI KEUANGAN 

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 25 sasaran strategis 

sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 maka besaran 

alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat di lihat sebagai 

berikut :  
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Tabel 8.  Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

 
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Kinerja Anggaran 

Target Capaian 

Realisasi 

45Realisasi Pagu/Target Realisasi % 

Realisasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Meningkatnya Kompetensi 

sumber daya aparatur 

Pejabat yang telah memenuhi 

persyaratan pendidikan dan 
pelatihan kepemimpinan 

55 44 24,2 139.382.538.310  
 

119.414.294.511 
 

85,67 

Persentase SDM Aparatur yang 
mengikuti diklat sesuai kebutuhan 

 

55 
 
 

 

100 
 
 

55 
 
 

Prosentase aparatur desa yang 
mendapat pelatihan 

30 
 
 

0 0 
 

 Persentase desa yang mampu 
menyusun APBDes 

 

80 62,5 50 

Persentase LPM Aktif 

 

65 153 100 

2. 
 

Tewujudnya tata 
pemerintahan yang baik 
dan bersih 

Opini BPK 
 

WTP   40.548.209.608 
 

37.534.121.167  
 

92,56 

Nilai LKIP 
 

CC CC CC 

Rata-rata pertumbuhan PAD (%) 
 

100 56,61 19,25 

Tersedianya dokumen perencanaan 
memuat tujuan, target dan sasaran 

yang jelas dan terukur  

100 100 100 

Terlaksananya pengendalian 

administrasi dan pengendalian 
operasional kegiatan seluruh SKPD 
di Pemkab Ogan Ilir 

83 100 100 

Kesesuaian antara RPJMD dengan 

RKPD 

82 97,56 80 

Hasil penelitian yang ditindaklanjuti 

 

45 0 0 

3. Terwujudnya pelayanan 

publik yang prima 

Jumlah pengaduan masyarakat 

yang ditindaklanjuti  

100 80 80    

 



79 
 

  Jumlah kerjasama yang dilakukan 24 95,83 23  
1.780.292.000  

 

 
1.670.491.546  

 

93,83 

Jumlah website milik pemda yang 
aktif  

15 32 8 

Tersedianya data spasial 20   

Prosentase SKPD yang menerapkan 
arsip secara baku 

45,75 102,32 46,81 

Prosentase kepemilikan KTP 80  
124,24 

 

 
99,39 

Prosentase bayi berakte kelahiran 79 108,50 85,71 

4 Terwujudnya layanan 
pendidikan untuk semua 

Angka partisipasi kasar PAUD 60 90,09 54,57 33.928.875.196 
 

27.052.224.924 
 

79,73 

Angka partisipasi Kasar (APK) 
SD/MI/Paket A 

100 105,06 105,06 

Angka partisipasi Kasar (APK) 
SMP/MTs/Paket B 

100 96,56 96,56 

Angka partisipasi murni (APM) 

SD/MI/Paket A 

98 89,42 87,64 

Angka partisipasi murni (APM) 

SMP/MTs/Paket B 

80,25 95,80 76,88 

5 Meningkatnya peran serta 
masyarakat dalam 
pengelolaan pendidikan 

Angka melek huruf(buta aksara) 99,25 99,25 99,99    

Jumlah pengunjung perpustakaan 2500 52,60 1315 

6 Meningkatnya kualitas 
dan kuantitas SDM di 

lingkungan pendidikan 

Persentase pendidik dan tenaga 
kependidikan berkualifikasi 

akademik minimal S1/D4 

85 101 86,42    

Persentase pendidik dan tenaga 

kependidikan bersertifikat profesi 

75 88,7 66,53 

Rasio guru terhadap murid 814 90,64 737,81 

7 Meningkatnya kualitas 

dan kuantitas SDM 
Pelayanan kesehatan 

Cakupan pelayanan masyarakat 

miskin 

85 2,47 2,1 5.504.112.000  
 

2.846.006.978  
 

 51,70 

Cakupan pelayanan kesehatan 

dasar masyarakat miskin rawat inap 

85 95,29 81 

Cakupan pelayanan gawat darurat 
level 1 yang harus diberikan sarana 
kesehatan di Kabupaten 

100 100 100 

Rasio dokter/penduduk 1:3:542 50,24 1:4.715 

Rasio tenaga medis/penduduk 1:3:542 63,45 1:4:334 

8 Meningkatnya derajat 
kesehatan masyarakkat 

Indeks Pembagunan manusia 73 97,11 72,89 52.018.175.673,81  
 

29.765.581.130,81  
 

57,22 

Usia harapan hidup 64,64 100,02 64,65 

Angka kematian ibu 6/10,000 20,00 5 

Jumlah kematian bayi 25 61,29 31  

  Prevelansi balita gizi kurang <17 1,41 0,24   
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9 Terjaminnya mutu 
layanan kesehatan 

Cakupan pelayanan kesehatan 
dasar masyarakat miskin 

85 2,47 2,1 15.788.428.687,13  
 

13.209.701.257,00  
 

83,66 

Cakupan Sarana dan Prasarana 
Rumah sakit 

86 85,03 73,13 

Indeks kepuasan layanan ruumah 

sakit 

76 36,36 27,63 

Cakupan ketersediaan obat vaksin 

untuk pelayanan kesehatan dasar di 
Puskesmas 

100 100 100 

10 Meningkatnya kesadaran 
masyarakat  untuk 
berprilaku hidup bersih 

dan sehat 

Rumah tangga yang ber-PHBS 70 90,43 63,3  

530.828.600  
 

 
433.910.000  

 

81,74 

Cakupan rumah sehat 90 69,64 62,68 
Desa/kelurahan siaga aktif 85 44,35 37,7 

11 Meningkatnya kualitas 
hidup masyarakat 

Meningkatkan Indek Pembangunan 
Manusia (IPM) 

66 97,11 70,89  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.476.968.000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.720.158.957  
 

78,23 

Cakupan Pasangan Usia Subur yang 
isterinya dibawah usia 20tahun 

3,5 2,2 3,5 

Cakupan sasaran Pasangan Usia  
Subur Menjadi Peserta KB aktif 

66 74,52 63,31 

Cakupan Pasangan Usia Subur yang 
ingin ber-KB Tidak Terpenuhi 

(Unmeet Need) 

15 14.58 15 

Cakupan Anggota Bina Keluarga 

Balita (BKB) ber-KB 

80 62,45 75 

Cakupan PUS Peserta KB Anggota 
Usaha Peningkatan  Pendapatan  
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang 

ber-KB 

100 67,9 75 

Ratio Petugas Lapangan Keluarga 

Berencana/Penyuluh Keluarga 
Berencana (PLKB/KB) 

1/2 1:34 1:34 

Ratio Pembantu Pembina Keluarga 
Berencana (PPKBD)  

1:1 1:1 1:1 

Jumlah anti sosial skala 
kabupaten/kota yang menyediakan 

sarana prasarana pelayanan 
kesejahteraan sosial  

1 1 100 

Jumlah anti sosial skala 
kabupaten/kota yang menyediakan 
sarana prasarana pelayanan 

kesejahteraan sosial berbasis 
masyarakat (WKBSM) yang 
menyediakan sarana prasarana 

1 0 0 
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pelayanan kesejahteraan sosial 

Presentase (%) korban bencana 
skala kabupaten yang menerima 
bantuan sosial selama masa 

tanggap darurat 

58 86,20 50 

Presentase (%) korban bencana 
skala kabupaten dievakuasi dengan 
menggunakan sarana dan 

prasarana tanggap darurat  lengkap 

73 0 0 

Presentase (%) penyandang cacat 

fisik dan mental serta lanjut usia 
tidak potensial yang telah menerima 
jaminan sosial 

67 55.22 37 

12. Meningkatnya partisipasi 
angkatan kerja 

Menurunnya angka pengangguran 2,75 91,66 2,75  
 
 
 
 
1.921.150.000 
 

 
 
 

 
 
1.889.309.700  

 

98,34 

Besaran tenaga kerja yang 

mendapatkan pelatihan yang 
berbasis kompetensi 

10 100 30 

Besaran tenaga kerja yang 
mendapatkan pelatihan yang 
berbasis masyarakat 

20 100 160 

Besaran tenaga kerja yang 

mendapatkan pelatihan 
kewirausahaan 

25 40 10 

Besaran pencari kerja yang 
terdaftar Yang ditempatkan (%)  

86 1574 95,68 

Besaran Kasus Yang di selesaikan 
Dengan Perjanjian Bersama (PB) 

100 6 6 

13. Meningkatnya 
pemberdayaan ekonomi 

berbasis sumberdaya lokal 

Meningkatnya Presentase UMK (%) 78 0,43 88  
 
 
 
6.911.263.000 
 

 
 
 
 

3.434.910.599  
 

49,70 

Presentase koperasi aktif (persen) 65 45,6 99 
Perkembangan pertumbuhan 
koperasi 

3 1,382 217 

Cakupan bina kelompok 

pedagang/usaha formal (%)  

1,1 0 0 

Kontribusi sektor perdagangan 

terhadap PDRB (%) 

22,5 946337000 14,71 

Cakupan bina kelompok pengrajin 5 0,58 60 
Gelar Teknologi Tepat Guna 100 100 100 
Cakupan pelatihan Bumdes 170 58,82 100 

14. Bertambahnya minat 
masyarakat dan 

investro/pelaku usaha 

Pendirian Blue Print Peluang 
Investasi 

1 0 0  
381.399.000 
 

 
325.850.200  

 

85,43 

Lama proses perijinan 7   
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untuk berinvestasi dan 
mendirikan usaha 

15. Meningkatnya pemerataan 
pendapatan masyarakat 

Menurunnya angka kemiskinan 12,5    
 
 
 
600.195.000 
 

 
 
 
 

384.109.500  
 

63,99 

Presentase PMKS yang memperoleh 
bantuan sosial 

100 34,36 34,36 

Presentase (%) PMKS skala 

Kabupaten Kota yang menerima 
progrm pemberdayaan sosial 
melalui Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) atau Kelompok sosial 
ekonomi  

85 29,41 25 

Indek Gini 0,312 116,9 0,365 
Meningkatnya pendapatan perkapita 
penduduk (juta)  

13,5   

16. Meningkatkan 
pertumbuhhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dengan 
migas 

5,5 5,12 5,12  
 
 
 
 
 
 
 
2.487.272.850  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.149.005.738  
 

86,40 

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas 5,5 5,65 5,65 
Produksi tanaman pangan    
Jumlah produktivitas padi 4.100 107,3 4.402 
Kontribusi pertanian terhadap PDRB 75,5 100 100 
 Jumlah produktivitas palawija    
Jagung 4.400 49,52 2.179 
Kedele 1.600 0 0 
Ubi kayu 29.800 93,39 27.833 
Kacang tanah 1.280 75,7 9.700 
Kontribusi holtikultura terhadap 

PDRB 

14.5   

Jumlah produktivitas sayuran 
dataran rendah dan biofarmaka 

   

Cabe 2.430 105 2.570 
Kacang panjang 5.150 114 5.887 
Kunyit 20.050 5,98 1.200 
Jumlah produktivitas hortikultura 

buah-buahan unggulan 

   

Nanas 71.000 804 570.886 
Pepaya 20.150 161 32.514 
Kontribusi perkebunan terhadap 
PDRB 

29,25   

Produktivitas komoditas perkebunan    
Karet 1.017 1,425 14.500 
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Kelapa sawit 168.5 90.9 153,235 
Tebu 33,5 5,23 1.755 
Produktvitas komoditas peternakan     
Jumlah Produksi Daging (ton) 2.505.42 69,78 2.359.60 
Jumlah produksi telur (ton)  3.445.80 91,15 3.2699.29 
Kontribusi peternakan terhadap 

PDRB 

13   

Produktivitas komoditas perikanan    
Jumlah produksi perikanan budidaya 8587.83 92,61 7.593.04 
Jumlah produksi perikanan tangkap 9035.78 92,80 8.34111 
Kontribusi perikanan terhadap PDRB 23,75   
Presentase ketersediaan pangan 
utama 

   

Beras 75 122 92 
Daging 50   
Telur 75   
Ikan  70   

17. Meningkatkan pemerataan 

pembangunan 
berwawasan lingkungan 

Kondisi jalan mantap (%)  60 83,05 49,83 119.022.546.978 
 

86.606.971.922 
 

72,76 

Jaringan irigasi dalam kondisi baik 25   

18. Meningkatnya layanan 
infrastruktur dasar 
perumahan dan 

pemukiman yang 
berkelanjutan 

Akses masyarakat terhadap air 
bersih yang layak (%)  

65 41,47 26,96  
 
 
 
 
206.505.845.754 
 

 
 
 
 
 

172.675.129.757 
 

83,61 

Presentase layanan sampah ke TPA 
(%)  

50 0 0 

Akses masyarakat terhadap sanitasi 
yang layak 

60 89,96 53,98 

Jumlah kantor pemkab terpadu 
yang sudah terbangun 

24 100 24 

Drainase dalam kondisi 

baik/pembuangan aliran air tidak 
tersumbat 

30 111,4 33,44 

Penanganan kawasan kumuh     
19. Terciptanya Kota Sehat, 

Kompak, dan Cerdas 
Ketataan terhadap RT/RW 70 100 70  

 
 
 
32.497.966.760 

 
 
 
 

22.806.709.722 
 

70,17 

Tersedianya informasi mengenai 

RT/RW beserta rencana rincinya 
melalui peta analog dan digital 

7   

Tersedianya fasilitas perlengkapan 
jalan 

55 18 10 

Tersedianya halte untuk tempat 
tempat yang dilayani angkutan 

umum 

8   
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Tersedianya trotoar jalan (%)  5   
  Tersedianya lampu jalan 250 469,2 1173  

 
 

 
 
 

 

Tersedianya taman kota 1 100 1 
Tersedianya akses internet ditempat 
umum (titik hotspot)  

5   

Tersedianya akss sarana dan 
prasarana gedung perkantoran bagi 
kaum dipabel 

3   

20 Meningkatnya usaha 
pelestarian lingkungan 

hidup 

Cakupan pengawasan terhadap 
AMDAL 

100 100 100  
 
 
 
 
 
 
 
15.326.030.907 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.740.472.609 
 

83,12 

Luas lahan terbakar    
Luas RTH Perkotaan (%) 5   
Presentase penurunan beban 
pencemaran 

5 100 5 

Cakupan pengawasan terhadap 
pelaksanaan amdal 

100 100 100 

Presentase sampah yang dibuang 

ke TPA 

50   

Presentase pengurangan kebakaran 

hutan dan lahan 

90   

Jumlah sekolah adiwijaya 2 2 100 
Ketersediaan data dan informasi 

lingkungan yang dapat diakses 
masyarakat 

1 1 100 

Presentase capaian penilaian 
adipura 

70 70 100 

Presentase pengolahan RTH 75   

21. Meningkatnya partisipasi 
masyaakat dalam 
berpolitik dan 

berdemokrasi 

Partisipasi dalam pilkada 70    
 
2.218.741.500  
 

 
 

2.143.536.443  
 

96,61 

Kegiatan pembinaan politik daerah 7 57,14 4 
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, 
ormas, dan OKP 

3 133,3 4 

Jumlah kegiatan kepemudaan 9 100 9 
Penyelenggaraan Paskibraka 100 100 100 
Tersedianya lapangan olahraga tiap 
desa/kelurahan 

150 100 150 

22 Terciptanya ketentraman, 
ketertiban, keamanan, 
dan kenyamanan 

masyarakat 

Penurunan angka kriminalitas 9,6 85 28  
18.814.213.000 
 

 
12.128.624.132 

 

64,46 

Cakupan pembinaan eks 
penyandang penyakit sosial (eks 
napi, PSK, Narkoba, dan penyakit 

sosial lainnya) 

65   
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23. Terciptanya toleransi 
umat beragama dan 

kerukunan masyarakat 
serta meningkatnya 
pamahaman dan 

pengalaman nilai-nilai 
agama 

Jumlah konflik yang bernuansa 
SARA Penyelanggaraan hari besar 

      

Pembinaan guru TK/TPA 
Penyelenggaraan ibadah haji 

   

24. Terpeliharanya nilai-nilai 
budaya dan kearifan lokal 

Jumlah penyelenggara festival seni 
dan budaya 

5 100 5  
 
 
2.560.100.000  
 

 
 
 

2.041.789.934  
 

79,75 

Jumlah sarana penyelenggara seni 
dan budaya 

2 100 2 

Presentase benda, situs, dan 
kawasan cagar budaya yang 

dilestarikan 

28 3,96 1,11 

Penyusunan Buku sejarah dan 

budaya kabupaten Ogan Ilir 

100   

Penerapan pendidikan karakter dan 
niali budaya lokal pada sekolah 

20   

25. Terwujudnya kepastian 
hukum dan penegakan 
HAM serta peningkatan 

kesadaran hukum 
masyarakat 

Aksesibilitas masyarakat terhadap 
produk hukum daerah 

50    
1.033.360.000  
 

 
903.405.289  

 

87,42 

Jumlah Polisi Pamong yang 

mengikuti diklat PPNS 

2 1 50 

 TOTAL BELANJA LANGSUNG 771.747.549.373,94  559.273.096.957,81  72,47 

 BELANJA TIDAK LANGSUNG 900.115.725.838,92  732.285.549.777,00  81,35 

 TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1.671.863.275.212,86  

 

1.291.558.646.734,81  

 
77,25 
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D. CAPAIAN PRESTASI DAN PERHARGAAN 

Capaian prestasi dan penghargaan yang di raih pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 

dalam program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan meraih penghargaan WTP ( Wajar tanpa Pengecualian ) 
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 ini 

merupakan laporan capaian kinerja (performance results)  selama tahun  2017. 

Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud  untuk 

menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang 

telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target  sasaran strategis, selain itu  

juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, 

kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun  

strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar 

sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Secara garis 

besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir selama tahun 

2017 menunjukkan  keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 

2016-2021 dan telah memenuhi 25 (Dua puluh lima) sasaran strategisnya 

sebagaimana yang telah ditargetkan.  Dalam konteks pengklasifikasian tingkat 

keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara 

umum kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dapat dinyatakan sangat berhasil. 

Dalam pelaksanaan pencapaian target  indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan 

Ilir juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD 

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 

1.649.133.466.274,92jumlah tersebut telah direalisasi sebesar                                                             

Rp1.291.558.646.734,81atau 77,25%. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2017 

tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang 

bersifat internal maupun eksternal.  Terhadap berbagai target capaian maupun yang 

tidak tercapai Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir akan melakukan langkah yang 

konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan 

dan penanganan di masa mendatang.  Kekurangan yang terjadi selama 2017  

menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan 

guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum t ercapai 

seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang 

nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan 

dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang 

dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan 

dicari solusi untuk mengatasinya. Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun   2017 ini.  Secara ringkas seluruh capaian kinerja 

tersebut di atas, telah memberi kan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah 

Kabupaten Ogan Ilir untuk meningkatkan kinerja di masa -masa mendatang. 
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LAMPIRAN 1 
Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2017 

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 

 
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target Cara 

Pengukura
n Indikator 
Kinerja 

Kinerja Program Pagu Anggaran 

     Realisasi %   Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

1 Meningkatnya 
kompetesni 
Sumber Daya 

aparatur 

Pejabat yang telah 
memenuhi persyaratan 
pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan 

55  24,2 44     

Persentase SDM Aparatur 

yang mengikuti diklat 
sesuai kebutuhan 

55  55 100     

Prosentase aparatur desa 
yang mendapat pelatihan 

30  0 0     

Persentase desa yang 
mampu menyusun APBDes 

80  50 62,5     

Persentase LPM Aktif 65  100 153     

2. 
 

Terwujudnya Tata 
pemerintahan 
yang baik dan 
bersih 

Opini BPK WTP        

Nilai LKIP CC  CC CC     

Rata-rata pertumbuhan 
PAD(%) 

34  19,25 56.61     

  Tersedianaya dokumen 

perencanaan  memuat 
tujuan target dan sasaran 
yang jelas dan terukur 

100  100 100     

  Terlaksananya 
pengendalian administrasi 
dan pengendalian 

operasonal kegiatan 
seluruh SKPD di Pemkab 
Ogan ilir 

83  100 100     

  Kesesuaian antara RPJMD 
ddenga RKPD 

82  80 97,56     

  Hasil penelitian yang 
ditindaklanjuti  

45  0 0     

3 Terwujudnya 
pelayanan publik 

yang prima 

Jumlah pengaduan 
masyarakat yang 

ditindakllanjuti  

100  80 80     

  Jumlah kerjasama yang 
dilakukan 

24  23 95,83     

  Jumlah website milik 
pemda yang aktif 

15  8 32     
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  Tersedianya data spasial 20        

  Prosentase SKPD yang 
menerapkan arsip secara 
baku 

45,75  46,81 102,32     

  Prosentase kepemilikan 
KTP 

80 Melakukan 
data 

kepemilika
n KTP 

99,39 124,24     

  Prosentase bayi berakte 
kelahiran 

79 Melakukan 
pendataan 
akte 

kelahiran 

85,71 108,50     

4. Terwujudnya 

layanan 
pendidikan untuk 
semua 

Angka partisipasi kasar 

PAUD 

60  54,57 90,09     

Angka Partisipasi Kasar 

(APK) SD/MI/Paket A 

100  105,06 105,06  

ANGKA Partisipasi Kasar 

(APK)  SMP/MTs/Paket B 

100  96,56 96,56  

Angka Partisipasi Murni 
(APM) SD/MI/Paket A 

98  87,64 89,42  

Angka Partisipasi Murni 
(APM) SMP/MTs/Paket B 

80,25  76,88 95,80  

5. Meningkatnya 
peran serta 
masyarakat dalam 

pengelolaan 
pendidikan 

Angka melek huruf (Buta 
aksara) 

99,25  99,99 99,25     

Jumlah pengunjung 
perpustakaan 

2500  1315 52,60     

6. Meningkatnya 
kualitas dan 
kuantitas SDM di 
lingkungan 

pendidikan 

Persentase pendidik dan 
tenaga kependidikan 
berkualitas akademik 
minimal SI/D4 

9        

Persentase pendidik dan 
tenaga kependidikan 

bersertifikasi profesi 

55        

Rasio guru terhadap murid 90        

7. Meningkatnya 

kualitas dan 
kuantitas SDM 
pelayanan 

kesehatan 

Cakupan pelayanan dasar 

masyarakat miskin  

26  24 92.3     

  Cakupan pelayanan 

kesehatan dasar 
masyarakat rawat inap 

85  81 95,29     

  Cakupan pelayanan gawat 
darurat level 1 yang harus 
diberikan sarana 
kesehatan di kabupaten  

100  100 100     

  Rasio dokter/penduduk 1:3:542  1:4.715 50,24     



91 
 

  Rasio tenaga 
medis/penduduk 

1:3:542  1:4.334 63,45     

8. Meningkatnya 
derajat kesehatan 

masyarakat 

Indeks Pembangunan 
Manusia 

15  15 100     

  Usia harapan hidup 64,64  64,65 100,02     

  Angka kematian ibu 6/10.000  5 20,00     

  Jumlah kematian bayi 25  31 61,29     

  Prevelansi balita gizi 
kurang 

<17   0,24 1,41     

 
9. 

Terjaminnya mutu 
layanan kesehatan 

Cakupan pelayanan 
kesehatan dasar 
masyarakat miskin 

100  2,1 2,47     

Indeks kepuasan layanan 

rumah sakit 

100  27,63 36,36     

Cakupan sarana dan 

prasaranan rumah sakit 

60  73,13 85,03     

  Cakupan ketersediiaan 

obat, vaksin untuk 
pelayanan kesehatan 
dasar di puskesmas 

100  100 100     

10. Meningkatnya 
kesadaran 

masyarakat untuk 
berprilaku hidup 
bersih dan sehat 

Rumah tangga yang ber 
PHBS 

5  63,3 90,43     

  Desa/kelurahan siaga 
aktiff  

85  37,7 44,35     

  Cakupan rumah sehat 90  62,68 69,64     

11. Meningkatnya 
kualitas hidup 
masyarakat 

Meningkatnya indeks 
pembangunan manusia 

5  70,89 97,11     

  Cakupan Pasangan Usia 
Subur yang istrinya 

dibawah usia 20 tahun 

3,5  3,5 2,2     

  Cakupan sasaran 

pasangan usia subur 
menjadi peserta KB Aaktif 

66  63,31 74,52     

  Cakupan pasangan usia 
subur yang ingin ber KB 
tidak terpenuhi (unmeeet 

need) 

15  15 14,58     

  Cakupan anggta bina 

keuarga balita (BKB)ber 
KB 

80  75 62,45     

  Cakupan PUS  Peserta KB 
anggota usaha 
peningkatan pendapatan 

100  75 67,9     
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KB (PLKB/PKB) 

  Ratio pembantu pembina 
keluarga berencana 
(PPKBD) 

1:1  1:1 1:1     

  Jumlah panti sosial skala 
kabupaten/kota yang 

menyediakan sarana 
prasarana pelayanan 
kesejahteraan sosial 

1  1 100     

  Jumlah panti sosial skala 
kabupaten/kota yang 

menyediakan wahana 
kesejahteraan sosial 
berbasis masyarakat 
(WKBSM) yang 

menyediakan sarana 
prasarana pelayanan 
kesejahteraan sosial 

1  0 0     

  Persentase (%) korban  
bencana skala 

kaabupaten/kota yang 
menerima bantuan sosial 
selama maasa tanggap 
darurat 

58  50 86,20     

  Persentase (%) korban 

bencana skala 
kabupaten/kota yang 
dievakuasi dengan 
menggunakan sarana 

prasarana tangap darurat 
lengkap 

73  0 0     

  Persentase (%) 
penyandang cacat fisik 
dan mental serta lanjut 

usia tidak potensial yang 
telah menerima jaminan 
sosial 

67  37 55,22     

12. Meningkatnya 
partisipasi 
angkatan kerja 

Menurunnya angka 
pengngguran 

2,75  2,75 91,66     

Beasaran tenaga kerja 
yang mendapatkan 

pelatihan berbasis 
kompetensi 

10  30 100     

Besaran tenaga kerja yang 
mendapatkan pelatihan 
berbasis masyarakat 

20  160 100     

Besarn tenaga kerja yang 
mendapatkan pelatian 
pelatihan kewirausahaan 

25  10 40     
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Besaran pencari kerja 
yang terdaftar yang 

disempatkan (%)  

5  2 40     

  Besaran kasus yang 

diselesaikan dengan 
perjanjian bersama (PB) 

100  6 100     

13. Meningkatnya 
pemberdayaan 
ekonomi berbasis 

sumber daya lokal 

Meningkatnya Prosentase 
UMK 

60  57,33 95,5     

Proentase koperasi 
aktif(%)  

100  103,10 103,1     

Perkembangan 
pertumbuhan koperasi 

100  98,77 98,77     

Cakupan bina kelompok 
pedagang/usaha formal 
(%)  

71  67,61 95,22     

Kontribusi sektor 
perdagangan terhadap 

PDRB (%) 

98  86,33 88     

Cakupan bina kelompok 
pengrajin 

80,25  77,71 96,8     

Gelar teknologi tepat guna 72,74  57,72 79,4     

Cakupan pelatihan bumdes 98,5  99,99 98,5     

14. 

 
 
 
 

 

Bertambahnya 

minat masyarakat 
daan 
investor/pelaku 
usaha untuk 

berinvestasi dan 
mendirikan usaha 
 

 
 
 

Blueprint peuang investasi 6,5        

Lama proses perijinan 100  100 100     

15. Meningkatnya 
pemerataan 
pendapatan 

masyarakat 

Menurunnya angka 
kemiskinan 

 
10 
15 

10 

       

b. Persentase PMKS yang 
memperoleh bantuan 
sosial 
 

 
1 
1 

       

b. Persentase PMKS skala 
kabuaten/kota yang 

menerima program 
pemberdayaan sosial 
melalui kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) atau 
kelompok sosial ekonomi 

 
5 

3 
2 
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lainnya  
c.  

  d. Indeks gini 0.312  0,365 116,9     

  e. Menigkatnya pendapatan 
perkapita penduduk (juta)  

        

16. Meningkatnya 
pertumbuhan 

ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi 
dengan migas 

69  64      

Pertumbuhan ekonomi 
dengan migas 

0  68 6.8     

Produksi tanaman pangan 
Jumlah produktifitas padi  

5  8 200     

Kontribusi pertanian 
terhadap PDRB 

5  0.38 2.24     

Jumlah produktifas 

palawija 

100  100 100     

  Jagung 4.400  2.179 49,52     

  Kedelai 1.600  0 0     

  Ubi kayu 29.800  27.833 93,39     

  Kacang tanah 1.280  9.700 75,7     

  Kontribusi holtikultura 
terhdap PDRB 

14,5        

  Jumlah produktifitas 
sayuran dataran rendaah 
dan biofarma 

        

  Cabe 2.430  2.570 105     

  Kacang panjang 5.150  5.887 114     

  Kunyit 20.050  1.200 5,98     

  Jumlah produktifitas 
holtikultura buah-buahan 
unggul  

        

  Nanas 71.000  570.886 804     

  Pepaya 20.150  32.514 161     

  Kontribusi perkebunan 
terhadap PDRB 

29,25        

  Produktifitas komoditas 
perkebunan 

        

  Karet 1.017  14.500 1.425     

  Kelapa sawit 168,5  153,235 90,9     

  Tebu 33,5  1,755 5,23     

  Produktifitas komoditas 

peternakan 

        

  Jumlah produksi daging 2,505.42  2.359,60 69,78     

  Jumlah produksi telur 3,445.80  3,2699,29 91,15     

  Kontribusi peternakan 13        
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terhadap PDRB 

  Produktifitas komoditas 
perikanan 

        

  Jumlah produksi perikanan 
budidaya 

8587,83  7.593,04 92,61     

  Jumlah produksi perikanan 
tangkap 

9035,78  8.341,11 92,80     

  Kontribusi perikanan 
terhadap PDRB 

23,75        

  Persentase ketersediaan 
pangan utama  

        

  Beras 75  92 122     

  Daging         

  Telur         

  Ikan         

           

17. Meningkatnya 

pemerataan 
pembangunan 
berwawasan 
ligkungan  

 

Kondisi jalan mantap 100  97.10 97.10     

Jaringan irigasi dalam 
kondisi baik 

90  65.70 82.13     

18. Meningkatnya 
layanan 
infrastruktur dasar 
perumahan dan 

permukiman yang 
berkelanjutan 
 

Akses masyarakat 
terhaadap air bersh yang 
layak 

70  98.18 122.7
3 

    

Prosentase layanan 
sampah ke TPA (%) 

û5  û0.005 0.01     

Akses masyarakat 
terhadap sanitasi yang 

layak 

100  53,98      

Jumlah kantor pemkab 

terpadu yang sudah 
terbangun 

44  0      

Drainase dalam kondisi 
baaik/pembuangaan aliran 
air yang tidak tersumbat  

80  93.78 117.2
3 

    

Penanganan kawasan 
kumuh 

98  85 94.44     

          

19. Terciptanya kota 
sehat,kompak dan 
cerdas 

 
 
 

Ketaatan terhadap RTRW 169        

Tersedianya informasi 
mengenai RTRW 
kabupaaten beserta 
rencana rincinya melalui 

petaa analog dan digital 

6        
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Tersediaanya fasilitaas 
pelengkap jalan 

1,52        

  Tersedianay halte-halte 
yang untuk tempat yang 
dilayani angkutan umum 

8  0 0     

  Tersedianya trotoar jalan 5        

  Tersedianya lampu jalan 250  1173 469,2     

  Tersedianya taman kota 1  1 100     

  Tersedianya akses internet 

ditempat umum 

5  0 0     

  Tersedianya akses sarana 
dan prasarana gedung 

perkantoran bagi kaum 
dipabel 

3  0 0     

20. Meningkatnya 
usaha pelestarian 
lingkungan hidup 

 
 

Cakupan pengawasan 
terhadap amdal 

100  100 100     

  Luas lahan terbakar   
 

9.344,696 
9.107.103 

  
 
5.401,361 
5.274.418 

 
 
57,80 
57,92 

    

  Luas RTH Perkotaan (%)         

  Persentase penuruan 
beban pencemaran 

5  5 100     

  Cakupan pengawasan 
terhadap pelaksanaan 

AMDAL 

100  100 100     

  Persentase smpah yang 

dibuang ke TPA 

50  0 0     

  Persentase pengurangan 

kebakaran hutaan dan 
lahan 

90        

  Jumlah sekolah adiwiyata 2  2 100     

  
 

Ktersediaan data dan 
informasi lingkungaan 
yang dapat dikases 
masyarakat 

1  1 100     

  Persentase capaian 

penilaian adipura 

70  70 100     

  Persentase pengelolaan 75  0 0     
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RTH 

21. Meningkatnya 
Partisipasi 
masyarakat dalam 

berpoitik dan 
berdemokrasi 

Partisipasi dalam pilkada 4,1        

Kegiatan pembinaan politik 
daerah 

5,115        

Kegiatan pembinaan 
terhadap LSM, Ormas, 
OKP 

1,493        

Jumlah kegiatan 
kepemudaan 

42,50        

Penyelenggaraan 
paskibraka 

96,50        

Tersedianya lapangan 
olahraga tiap 

desa/kelurahan 

2.263,98  1.127,84 49,81     

 3.261,27  1.980,30 60,72     

 8.178,88  7.945,20 97,14     

 8.605,50  8.341,11 96,93     

22. Terciptanya 
ketentraman, 
ketertiban, 

keamanan, dan 
kenyamanan 
masyarakat 

Penurunan angka 
kriminalitas  

48        

cakupan pembinaan eks. 
Penyandang penyakit 
sosial (eks. Napi, PSK, 

Narkoba, dan Penyakit 
Sosial  lainnya) 

64        

 64        

 12        

 20  80,9 404,2     

  83,36  95,57 114     

23. Terciptanya 
toleransi umat 
beragama dan 

kerukunan 
masyarakat serta 
menngkatkan 

pemahaman dan 
pengalamalan 
nilai-nilai 
beragama 

Prjumlah konflik yang 
berbuansa SARA 
penyelenggaraan hari 

besar 

62,50  14,33 22,9     

Pembinaan guru TK/TPA 

Penyelenggara ibadah haji 

62,5  6,07 9,7     

 2,5  0.26 10.4     

24. Terpeliharanya 
nilai-nilai budaya 

dan kearifan lokal 

Jumlah penyelenggaraan 
festival seni dan budaya 

80  80 100     

Jumlah sarana 

penyelenggaraan seni dan 
budaya 

100  100 99,95     

Presentase benda, situs, 
dan kawasan cagar 
budaya yang dilestarikan 

100  100 100     

 Penyusunan buku sejarah 
dan budaya Kabupaten 

100  0 0     
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Ogan Ilir 

Penerapan pendidikan 
karakter dan nilai budaya 
lokal pada sekolah 

20  0 0     

25. Terwujudnya 
kepastian hukum 

dan penegakan 
HAM serta 
peningkatan 

kesadaran hukum 
masyarakat 

Aksesibilitas masyarakat 
terhadap produk hukum 

daerah 

68,32  68,32 100     

Jumlah polisi pamong 

praja yang mengikuti 
diklat PNS 

59,41  59,41 98,3     

 3,3  3,3 2,8     
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Lampiran 2 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 

 

 

 
 

 

Uraian  Jumlah Anggaran  Jumlah Realisasi  Bertambah/berkurang  %  

Pendapatan Daerah 1.649.133.466.274,92 1.295.397.233.484,17 (353.736.232.790,75) 78,55 

 

Pendapatan Asli Daerah  313.085.888.492,10 42.104.082.238,46 (270.981.806.253,64) 13,45 

Pajak Daerah 151.875.213.318,10 15.769.597.192,00 (136.105.616.126,10) 10,38 

Retribusi Daerah 24.940.042.482,00 4.937.129.264,00 (20.002.913.218,00) 19,80 

Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang 
dipisahkan 

3.500.000.000,00 2.997.496.764,90 
 

(502.503.235,10) 
 

85,64 

Lain-lain Pendapatan yang sah 132.770.632.692,00 18.399.859.017,56 (114.370.773.674,44) 13,86 

 

Dana Perimbangan 1.073.587.460.000,00 1.011.195.133.612,00 (62.392.326.388,00) 94,19 

Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan 

pajak 

174.463.968.000,00 154.477.367.864,00 (19.986.600.136,00) 88,54 

Dana Alokasi Umum 619.873.617.000,00 619.873.617.000,00 
 

0,00 100,00 

Dana Alokasi Khusus 279.249.875.000,00 236.844.148.748,00 (42.405.726.252,00) 
 

84,81 

 

Lain-lain Pendapatan yang sah 262.460.117.782,82 242.098.017.633,71 (20.362.100.149,11) 92,24 

Pendapatan Hibah 550.000.000,00 1.400.650.263,00 850.650.263,00 254,66 

Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah lainnya 

82.066.050.782,82 60.633.029.405,91 (21.433.021.376,91) 73,88 

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus     

Bantuan Keuangan dari 
Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya 

2.000.000.000,00 2.220.270.964,80 220.270.964,80 111,01 

 

Pendapatan lainnya 177.844.067.000,00  177.844.067.000,00  0,00 100,00 

Jumlah Pendapatan  1.649.133.466.274,92  1.295.397.233.484,17  (353.736.232.790,75)  78,55  
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Uraian  Jumlah Anggaran  Jumlah Realisasi  Bertambah/berkurang  %  

Belanja Daerah 1.671.863.275.212,86 1.291.558.646.734,81 (380.304.628.478,05) 77,25 

 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 900.115.725.838,92 732.285.549.777,00 (167.830.176.061,92) 81,35 

Belanja Pegawai 614.590.511.244,00 481.408.940.280,00 (133.181.570.964,00) 78,33 

Belanja Hibah 15.606.228.600,00 11.011.700.000,00 
 

(4.594.528.600,00) 70,56 

Belanja Bantuan Sosial 1.354.077.870,00 0,0 1.354.077.870,00 0,00 

Belanja Hibah 15.606.228.600,00 11.011.700.000,00 (4.594.528.600,00) 70,56 

Belanja Bagi Hasil kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Desa 

1.414.870.075,00 
 

193.746.333,00 
 

(1.221.123.742,00) 
 

13,69 

Belanja Bantuan Keuangan 
kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 

dan Pemerintahan Desa 

262.050.038.049,92 
 

239.671.163.164,00 
 

(22.378.874.885,92) 
 

91,46 
 

Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00 

 

0,00 (1.500.000.000,00) 0,00 

 

 

Belanja Langsung 771.747.549.373,94 559.273.096.957,81 (212.474.452.416,13) 72,47 

 

Jumlah belanja  1.671.863.275.212,
86  

1.291.558.646.734,81  (380.304.628.478,05)  77,25  

 

Surplus/Defisit (22.729.808.937,94) 
 

3.838.586.749,36 
 

26.568.395.687,30 
 

16,89 
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Uraian  Jumlah Anggaran  Jumlah Realisasi  Bertambah/berkurang  %  

Pembiayaan Daerah     

 

Penerimaan Pembiayaan 23.529.808.937,94  23.529.908.937,94  100.000,00  
 

100,00 

Sisa lebih perhitungan anggaran 

Tahun Anggaran sebelumnya 

23.529.808.937,94  

 

23.529.908.937,94  

 

100.000,00  

 

100,00 

 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 23.529.808.937,94 23.529.908.937,94 100.000,00  

 

100,00 

 

Pengeluaran Pembiayaan 800.000.000,00  

 

798.722.000,00  

 

(1.278.000,00) 

 

99,84 

 

Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah 

800.000.000,00  
 

798.722.000,00  
 

(1.278.000,00) 
 

99,84 

 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 800.000.000,00  
 

798.722.000,00  
 

(1.278.000,00) 
 

99,84 

 

Pembiayaan Netto 22.729.808.937,94  

 

22.731.186.937,94  

 

1.378.000,00  

 

100,01 
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PERJANJIAN KINERJA  

KABUPATEN   OGAN ILIR  
  

TAHUN ANGGARAN          : 2017 
  

 

 
 Lampiran Perjanjian Kinerja 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

  
          

I 
Meningkatnya kompetensi 
sumberdaya aparatur  

I.1 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan 
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 

% 55 

  

  
I.2 Prosentase SDM Aparatur yang mengikuti diklat  

sesuai kebutuhan 
% 55 

  

  
I.3 Prosentase aparatur desa yang mendapat 

pelatihan 
% 30 

  

  
I.4 Persentase desa yang mampu menyusun 

APBDes 
% 80 

  
  I.5 Persentase LPM Aktif % 65 

II Terwujudnya tata 
pemerintahan yang baik  

II.1 Opini BPK Opini BPK WTP 

  dan bersih II.2 Nilai LKIP     

    II.3 Rata-rata pertumbuhan PAD (%) % 34 

    

II.4 Tersedianya dokumen perencanaan memuat 
tujuan, target dan sasaran yang jelas dan 
terukur 

% 100 
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II.5 
Terlaksananya pengendalian administrasi dan 
pengendalian operasional kegiatan seluruh 
SKPD di Pemkab. Ogan Ilir 

% 83 

    II.6 Kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD % 82 

    II.7 Hasil penelitian yang ditindak lanjuti % 45 

III 
Terwujudnya pelayanan publik 
yang prima   

III.1 Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak 
lanjuti 

% 100 

  
  III.2 Jumlah kerjasama yang dilakukan buah 10 

  
  III.3 Jumlah web site milik pemda yang aktif buah 15 

  
  III.4 Tersedianya data spasial  % 20 

  

  
III.5 Prosentase SKPD yang menerapkan arsip 

secara baku 
% 45,75 

  
  III.6 Prosentase kepemilikan KTP % 80 

  
  III.7 Prosentase bayi berakte kelahiran % 79 

IV Terwujudnya layanan 
pendidikan untuk  

IV.1 Angka Partisipasi Kasar PAUD % 60 

  

semua 
IV.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A % 100 

  

  
IV.3 

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket 
B 

% 100 

  

  
IV.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 98 
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IV.5 

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket 
B 

% 80,25 

V Meningkatnya peran serta 
masyarakat  dalam 
pengelolaan pendidikan  

V.1 Angka Melek Huruf (Buta Aksara) % 99,25 

  V.2 Jumlah pengunjung perpustakaan Orang  2500 

VI Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas SDM di lingkungan 
pendidikan VI.1 

Persentase pendidik & tenaga kependidikan 
berkualifikasi akademik minimal S1/D4 

% 85 

    
VI.2 

Persentase pendidik dan tenaga kependidikan 
bersertifikat profesi % 75 

    

VI.3 

Rasio Guru terhadap  murid guru/1000 
murid 

pendidikan 
dasar 

814 

VII Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas SDM pelayanan 
kesehatan 

VII.1 
Cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin 

% 85 

  

  
VII.2 Cakupan pelayanan kesehatan dasar 

masyarakat miskin rawat inap 
% 85 

  

  

VII.3 
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang 
harus diberikan sarana kesehatan di kabupaten 

% 100 

  
  VII.4 Rasio dokter/penduduk Ratio 1:3.542 

  
  VII.5 Rasio tenaga medis/penduduk Ratio 1:3.542 

VIII Meningkatnya derajat 
kesehatan  

VIII.1 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 66 

  
masyarakat VIII.2 Usia Harapan Hidup AHH 64,64 



105 
 

  
  VIII.3 Angka kematian ibu   6/10.000 

  
  VIII.4 Jumlah Kematian Bayi   25 

  
  VIII.5 Prevalensi balita gizi kurang    < 17 

IX Terjaminnya mutu layanan 
kesehatan IX.1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar 

masyarakat miskin 
% 85 

    IX.2 Indek kepuasan layanan rumah sakit % 76 

    
IX.3 

Cakupan sarana dan prasarana rumah sakit 
% 86 

    

IX.4 
Cakupan ketersedian obat , vaksin untuk 
pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 

% 100 

X Meningkatnyanya kesadaran 
masyarakat  

X.1 
Rumah tangga yang ber-PHBS 

% 70 

  untuk berprilaku hidup bersih 
dan sehat 

X.2 
Desa/kelurahan siaga aktif  

% 85 

  
  X.3 Cakupan rumah sehat % 90 

XI Meningkatnya kualitas hidup 
masyarakat XI.1 

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia  
Indeks 66 

    
XI.2 Cakupan pasangan usia subur yang istrinya 

dibawah usia 20 tahun 
% 3,5 

    
XI.3 Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi 

peserta KB aktif 
% 66 

    
XI.4 Cakupan pasngan usia subur yang ingin ber-KB 

tidak terpenuhi (unmeet need) 
% 15 
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XI.5 Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) 

ber-KB 
% 80 

    

XI.6 
Cakupan PUS peserta KB anggota usaha 
peningkatan pendapatan keluarga sejahtera 
(UPPKS) yang ber-KB 

% 100 

    

XI.7 
Ratio petugas lapangan keluarga berencana 
/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 

rasio 1/2 

    
XI.8 Ratio pembantu pembina keluarga berencana 

(PPKBD) 
rasio 1:1 

    

XI.9 
Jumlah panti sosial skala kabupaten/kota yang 
menyediakan sarana prasarana pelayanan 
kesejahteraan sosial 

jumlah 1 

    

XI.10 Jumlah panti sosial skala kabupaten/kota yang 
menyediakan wahana kesejahteraan sosial 
berbasis masyarakat (WKBSM) yang 
menyediakan sarana prasarana pelayanan 
kesejahteraan sosial 

jumlah 1 

    

XI.11 
Persentase (%) korban bencana skala 
kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial 
selama masa tanggap darurat 

% 69 
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XI.12 
Persentase (%) korban bencana skala 
kabupaten/kota yang dievakuasi dengan 
menggunakan sarana prasarana tanggap 
darurat lengkap 

% 73 

    

XI.13 
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan 
mental serta lanjut usia tidak potensial yang 
telah menerima jaminan sosial 

% 67 

XII Meningkatnya partisipasi 
angkatan kerja 

XII.1 
Menurunnya angka pengangguran  

3,02 2,75 

    

XII.2 
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan 
pelatihan berbasis kompetensi 

0 10 

    

XII.3 
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan 
pelatihan berbasis masyarakat 

% 20 

    

XII.4 
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan 
pelatihan pelatihan kewirausahaan 

% 25 

    
XII.5 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang 

ditempatkan (%) 
% 86 

    
XII.6 Besaran kasus yang diselesaikan dengan 

perjanjian bersama (PB) 
% 100 
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XIII Meningkatnya pemberdayaan 
ekonomi berbasis sumber 
daya lokal 

XIII.1 Meningkatnya prosentase UMK % 78 

  XIII.2 Prosentase koperasi aktif (%) % 65 

    XIII.3 Perkembangan pertumbuhan koperasi % 3 

    
XIII.4 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha formal 

(%) 
% 1,1 

    
XIII.5 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 

(%) 
% 22,5 

    XIII.6 Cakupan bina kelompok pengrajin % 5 

    XIII.7 Gelar teknologi tepat guna % 100 

    XIII.8 Cakupan pelatihan bumdes Jumlah 170 

XIV Bertambahnya minat 
masyarakat dan 
investor/pelaku usaha untuk 
berinvestasi dan mendirikan 
usaha 

XIV.1 Blue print peluang investasi jumlah 1 

  XIV.2 Lama proses perijinan Waktu 7 

  
  

  
    

XV Meningkatnya pemerataan 
pendapatan masyarakat 

X.1 Menurunnya angka kemiskinan % 12,5 

  
X.2 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan 

sosial 
% 100 

    

X.3 Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota yang 
menerima program pemberdayaan sosial 
melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau 
Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya 

% 65 

    X.4 Indeks Gini Indeks 0,312 
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X.5 Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk 

(juta) 
Juta 13,5 

XVI Meningkatnya pertumbuhan 
ekonomi 

XVI.1 
Pertumbuhan ekonomi dengan migas 

% 5,5 

    XVI.2 Pertumbuhan ekonomi tanpa migas % 5,5 

    XVI.3 Produksi tanaman pangan     

      Jumlah produktivitas padi ton/ha 4,100 

      Kontribusi pertanian terhadap PDRB % 75,5 

    XVI.4 Jumlah produktivitas palawija     

      Jagung ton/ha 4,400 

      Kedelai ton/ha 1,600 

      Ubi Kayu ton/ha 29,800 

      Kacang Tanah ton/ha 1,280 

    XVI.5 Kontribusi holtikultura terhadap PDRB % 14,5 

    
XVI.6 Jumlah produktivitas sayuran dataran rendah 

dan biofarma 
    

      Cabe ton/ha 2,430 

      Kacang Panjang ton/ha 5,150 

      Kunyit ton/ha 20,050 

    
XVI.7 Jumlah produktivitas holtikultura buah-buahan 

unggul 
    

      Nanas ton/ha 71,000 

      Pepaya ton/ha 20,150 

    XVI.8 Kontribusi perkebunan terhadap PDRB  ton/ha 29,25 
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    XVI.9 Produktivitas komoditas perkebunan     

      Karet ton/ha 1,017 

      Kelapa Sawit ton/ha 168,5 

      Tebu ton/ha 33,5 

    XVI.10 Produktivitas komoditas peternakan     

      Jumlah produksi daging (ton) ton 2,505.42 

      Jumlah produksi telur (ton) ton 3,445.80 

    XVI.11 Kontribusi peternakan terhadap PDRB % 13 

    XVI.12 Produktivitas komoditas Perikanan     

      Jumlah produksi perikanan budidaya ton 8587.83 

      Jumlah produksi perikanan tangkap ton 9035,78 

    XVI.13 Kontribusi perikanan terhadap PDRB % 23,75 

    XVI.14 Persentase ketersediaan pangan utama     

      - Beras % 75 

      - Daging % 50 

      - Telur % 75 

      - Ikan % 70 

XVII Meningkatkan pemerataan 
pembangunan 

XVII.1 
Kondisi jalan mantap (%) 

% 60 

  
Berwaasan Lingkungan 

XVII.2 
Jaringan irigasi dalam kondisi baik 

% 25 

XVIII Meningkatnya layanan 
infrastruktur dasar perumahan 
dan permukiman yang  

XVIII.1 Akses masyarakat terhadap air bersih yang 
layak (%) 

% 65 

  berkelanjutan XVIII.2 Prosentase layanan sampah ke TPA (%) % 50 
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XVIII.3 

Akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak 
% 60 

    
XVIII.4 Jumlah kantor pemkab terpadu yang sudah 

terbangun 
% 24 

    

XVIII.5 
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran 
air tidak tersumbat 

% 30 

    XVIII.6 Penanganan Kawasan Kumuh % 10 

XIX Terciptanya kota sehat, 
kompak dan  

XIX.1 
Ketaatan terhadap RTRW 

% 70 

  cerdas 

XIX.2 
Tersedianya informasi mengenai RTRW 
Kabupaten beserta rencana rincinya melalui 
peta analog dan digital 

% 7 

    XIX.3 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan % 55 

    
XIX.4 Tersedianya halte untuk tempat tempat yang 

dilayani angkutan umum 
buah 8 

    XIX.5 Tersedianya trotoar jalan (%) % 5 

  
  XIX.6 Tersedianya lampu jalan % 250 

  
  XIX.7 Tersedianya taman kota % 1 

  

  
XIX.8 Tersedianya akses internet ditempat umum (titik 

hotspot) 
% 5 

  

  
XIX.9 

Tersedianya akses sarana dan prasarana 
gedung perkantoran bagi kaum dipabel % 3 

XX 
Meningkatnya usaha XXI.1 Cakupan Pengawasan terhadap AMDAL   100 




